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EVALUASI KINERJA SEKSI REKAYASA DAN FASILITAS LALU
LINTAS JALAN DAN PERAIRAN DALAM PELAKSANAAN
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN RAMBU LALU LINTAS
(TRAFFIC LIGHT) DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU

ABSTRAK
OLEH : Anggi
Kata Kunci : Evaluasi, Kinerja, Traffic Light.

Penelitian Ini_.pertujuan untuk mengetahui, Evaluasi Kinerja Seksi
Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan Dalam Pelaksanaan
Pemeliharaan” dan Perawatan Rambu Lalu Lintas (Traffic -kight) Di Dinas
Perhubungan Kota Pekanbaru. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teori Evaluasi-yang dikemukakan oleh William N Dunn (2003:610) meliputi ;
Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan. Tipe
penelitian ini adalah tipe kualitatif, dan lokasi penelitiannya yaitu di Di Kantor
Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Ada 9 orang yang dijadikan informan dalam
penelitian ini dan untuk mengumpulkan dan mencari data peneliti menggunakan
wawancara dalam penelitian ini, setelah data-data dikumpulkan dan akan dianalisa
secara deskriptif, guna mendapatkan jawaban.tentang Evaluasi Kinerja Seksi
Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan. Setelah dilakukan
penelitian dan \Wawancara mendalam, adapun hasil dari penelitian tentang
Evaluasi Kinerja Seksi Rekayasa dan Fasilitas, Lalu Lintas-Jalan dan Perairan
Dalam Pelaksanaan Pemeliharaan /dan| Perawatan Rambu . Lalu Lintas (Traffic
Light) Di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah “Cukup Baik”, dengan
beberapa hambatan seperti masalah Traffic Light yang Rusak atau mati
Penggantiannya memerlukan waktu yang cukup lama, dan harus menunggu dari
Pusat untuk mengganti Traffic Light yang baru, juga dikarenakan Traffic Light
yang mati akan menimbulkan kemacetan di setiap-persimpangan jalan seperti di
hari kerja dan di hari libur, dan juga kurang maksimalnya Pemeliharaan dan
Perawatan yang dilakukan Seksi. Rekayasa.dan Fasilitas Lalu Lintas mengenai
perawatan dan pemeliharaan traffic Light.



EVALUATION OF ENGINEERING AND FACILITY SELECTION OF
ROAD TRAFFIC AND WATER IN IMPLEMENTATION OF TRAFFIC
LIGHT IN THE PEKANBARU CITY RELATIONSHIP

ABSTRACT
BY: Anggi
Keywords: Evaluation, Performance, Traffic Light.

This study aims to determine-the Rerfarmance, Evaluation of Engineering and
Facilities' of Road andyWater Traffic. Facilitiessin the Implementation of
Maintenance and Maintenance of Traffic Light at the” Transportation Service of
Pekanbaru City. The theory used in this study is the Evaluation-theory proposed
by William N-Dunn (2003: 610) including; Effectiveness, Efficiency, Adequacy,
Equity, Responsiveness and Accuracy. This type of research is a qualitative type,
and the location of the research is in the Office of Transportation Department of
Pekanbaru City. There were 9 people who were used as informants in this study
and to collect and search data researchers used interviews in this study, after the
data were collected and will be analyzed descriptively, in order to get answers
about the Performance Evaluation of Engineering and Road.and Water Traffic
Facilities. After conducting research and in-depth interviews, the results of the
research on the Performance Evaluation of the Engineering and Facilities of Road
and Water Traffic Facilities in the Implementation of Maintenance and
Maintenance of Traffic Light,at the Transportation Agency of Pekanbaru City are
"Good Enough®;with some obstacles ;such as the problem of Traffic Light that is
Damaged or dead The replacement takes a long time, and has to wait from the
Center to replace the new Traffic Light, also because the Traffic Light that is dead
will cause congestion at every intersection such as on weekdays and on holidays,
and also the maximum maintenance and maintenance carried out by the
Engineering Section and Traffic Facilities regarding the maintenance and
maintenance of Light traffie.
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PENDAHULUAN

wilayah dan pemerintahan. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang terakhir

tentang Peraturan Wilayah Pemerintahan tersebut adalah Undang-undang Nomor

23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah pada Pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa: Pemerintahan Pusat adalah

Presiden



Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
republik Indonesia yang dibantu wakil Presiden dan menteri sebagaimana di
maksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sedangkan«yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945.
Dibentuknya pemerintah ~ daerah sendiri bertujuan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan dan
pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah
dengan memperhatikan prinsip-prinsip.  demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem«Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI)

Pada pasal 2 (dua) berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014
tentang pemerintahan. daerah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan
kabupaten/kota yang bersifat pilihan “meliputi-urusan pemerintahan yang secara
nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai
dengan kondisi, kekuasaan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Kemudian yang dimaksud dengan pemerintahan adalah organ yang
berwenang memproses  pelayanan publik dan berkewajiban memprosses
pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap
anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai

dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga



negara asing atau siapa saja pada suatu saat berada secara sah (legal) diwilayah
Indonesia wajib melayankanya (Ndraha, 2003;7.)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah.di_katakana bahwa penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah _diarahkan untuk mempercepat terwujudnya Kkesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta
peningkatans"daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dalam Undang-Undang iniyang dimaksud dengan
pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia:

Pembahasan mengenai pemerintahan Daerah tidak lepas dari ruang
lingkup Dekonsentrasi, dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Dekonsentrasi adalah
Pelimpahan sebagain urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah
Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi Vertikal
di Wilayah tertentu dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai
penanggung jawab urusan pemerintah umum. Dan intansi Vertikal dapat di artikan
sebagai perangkat kementrian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang
mengurus Urusan Pemerintah yang tidak diserahkan kepada Daerah Otonom

dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.



Daerah Indonesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam
pembangunan di Indonesia.Tapi seringkali, selalu ada masalah antara pusat dan
daerah, salah satunya dalam hal pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan
daerah.Ketika kita'membahas-urusan pemerintahan pusat dan daerah, peraturan
yang bisa menjadi pegangan bagi kita adalah Undang-Undang No. 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.

Urusan pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar ini terbagi
menjadi 3 bagian, pertama Urusan pemerintahan absolut, kedua, urusan
pemerintahan _konkuren dan yang ketiga adalah urusan pemerintahan
umum. Ketiga urusan diatas dibagi menjadi urusan yang menjadi domain pusat
dan domain daerah.Asas yang digunakan pembagian urusan pemerintahan terdiri
dari asas desentraslisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Jadi secara sederhananya, pembagian urusan. pemerintahan menurut
Undang-Undang No. 23 tahun 2014 “tentang Pemerintahan Daerah, terbagi
menjadi 3 bagaian. Pertama urusan pemerintahan absolut, ini adalah urusan yang
sepenuhnya berada ditangan pemerintah pusat, tapi pemerintah pusat bisa
melimpahkan  pelaksanaannya = kepada .daerah sesuai dengan asas
dekonsentrasi.Kedua, adalah urusan pemerintahan konkuren, pengertiannya
adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah
provinsi dan Daerah kabupaten/kota, urusan yang diserahkan kepada daerah
menjadi dasar pelaksana otonomi daerah.Ketiga adalah urusan pemerintahan
umum, ini adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden
sebagai kepala Pemerintahan.Pelaksanaanya bisa diserahkan kepada gubernur atau

bupati di daerahnya masing-masing.
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Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem
ketertiban di dalam masyasrakat, sehinggamasyarakat tersebut bisa menjalankan

kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang

ditandai dengar eningk ab De nerintah  kemudian

menciptaka
kemampua

Fun

Fungsi Primer merupakanfungsi pemerintah yang berjalan terus-
menerus dan memiliki hubungan positif dengan kondisi masyarakat
yang diperintah. Maksudnya adalah fungsi primer dijalankan secara

konsisten oleh pemerintah, tidak terpengaruh oleh kondisi

apapun, tidak berkurang dan justru semakin meningkat jika kondisi


http://demokrasiindonesia.blogspot.com/2014/10/fungsi-pemerintah.html
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masyarakat yang diperintah meningkat. Fungsi primer dibedakan
menjadi dua:

a. Fungsi Pelayanan

untuk mengatur
bentuk undang-

ya. Maksud dari

2.

Fungsi sekunder me gsi yang berbanding terbalik dengan
kondisi dan situasi di masyarakat.Maksudnya adalah semakin tinggi
taraf hidup masyarakat, maka semakin tinggi bargaining position,
tetapi semakin integratif yang diperintah, maka fungsi sekunder

pemerintah berkurang atau turun. Fungsi sekunder dibedakan menjadi:

a. Fungsi Pembangunan
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Fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat
melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi

masyarakat membaik(menuju taraf yang lebih sejahtera). Negara-

Pemberdayaan
yang dimiliki

beban

mencapai tujuan Negara dan fungsi inipulalah yang akan menjadi
dasar penulis untuk memperdalam pembahasan mengenai

pemberdayaan pada penelitian ini.
Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan,
menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar.

Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan



lingkungan, dibutuhkan institusi yangkuat yang didukung oleh aparat yang
memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam
masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah,
mengingat dimasa mendatang. perubahan_perubahan yang terjadi didalam
masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati
segala aktivitas pemerintahan dalam:hubungannya dengan pemberian pelayanan
kepada masyarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang
nyata dan bertanggung jawab.Prinsip otomoni nyata adalah suatu prinsip bahwa
untuk menangani urusan pemerintahan dilakukan berdasarkan tugas, wewenang
dan kewajiban yang senjatanya telah ada dan kekhasan daerah. Dengan demikian
isi dan jenis otomoni daerah bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah
lainnya, adapun-yang dimaksud dengan otomoni yang bertanggung jawab adalah
otonomi yang dalam penyelenggaraannya-harus benar-benar sejalan dengan tujuan
dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk pemberdayaan daerah
termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian dari tujuan
nasional yang telah di tetapkan.

Jalan raya merupakan sarana transportasi darat yang membentuk jaringan
transportasi untuk menghubungkan daerah-daerah, sehingga roda perekonomian
dan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Seiring dengan bertambahnya
kepemilikan kendaraan, serta kemajuan dibidang industri dan perdagangan, serta
distribusi barang dan jasa menyebabkan meningkatnya volume lalu
lintas.Terkadang peningkatan volume lalu lintas ini tidak diikuti dengan

peningkatan jalan yang ada. Hal ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan jalan
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yang berakibat tersendatnya arus lalu-lintas,bahkan mengakibatkan kecelakaan

lalu lintas hal lain yang menyebabkan tersendatnya arus lalu lintas adalah tidak

terawatnya rambu-rambu lalu lintas seperti lampu lalu lintas (Traffic Light) yang

perkembangan

Ekonomi, |

disebabkan oleh banyaknya daraan melebihi kapasitas jalan.
Kemacetan banyak terjadi dikota-kota besar terutama yang tidak memiliki sarana
transportasi publik dan juga rambu-rambu lalu lintas dengan baik atau memadai
ataupun juga tidak seimbangnya kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk.
Jaringan jalan memiliki fungsi yang sangat penting yaitu sebagaiprasarana untuk
memindahkan/transportasi orang dan barang, dan merupakan urat nadi untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan stabilitas nasional, serta



upaya pemerataan dan penyebaran pembangunan. Dalam dimensi yang lebih luas,
jaringan jalan mempunyai peranan yang besar dalam pengembangan suatu
wilayah, baik wilayah secara nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota sesuai
dengan fungsi dari jaringan jalan-tersebut selain daripada jaringan jalan, hal lain
yang dapat mencegah terjadinya kemacetan adalah rambu-rambu lalu lintas yang
disediakan, salah satunya adalah keberadaan-LLlampu L alu Lintas (Traffic Light).

Masalah kemacetan menjadi bagian dari beragam permasalahan kota yang
saling berkaitan satu dengan lainnya. Terjadinya kemacetan lalu lintas di Kota
Pekanbaru merupakan salah satu permasalahan penting yang harus diatasi oleh
Pemerintah Kota Pekanbaru, terutama terjadinya kepadatan pada jalan-jalan utama
pada kawasan-kawasan pusat kota, dan kepadatan terjadi sering kali dalam situasi
jam-jam sibuks

Untuk menanggulangi:-masalah, inipseharusnya pemerintah daerah kota
Pekanbaru khususnya Dinas Perhubungan kota Pekanbaru dapat memaksimalkan
Kinerja yang mana nantinya akan mengurangi permasalahan kemacetan yang
terjadi di kota Pekanbaru.Bila memperhatikan peraturan kota Pekanbaru nomor 2
tahun 2009, tentang Lalu Lintas'dan Angkutan Jalan di kota Pekanbarudan juga
visi Dinas Perhubungan kota Pekanbaru yaitu: “Terwujudnya Tingkat Kualitas
Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi, Pos dan Telekomunikasi yang
lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau.”

Visi tersebut mempunyai makna Dinas Perhubungan dalam melaksanakan
tugasnya mempertahankan pelayanan yang sudah diberikan, juga akan berusaha

untuk  meningkatkan kualitas pelayanan secara terus menerus dan
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berkesinambungan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kota
disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan, serta selalu

berkoordinasi dengan dinas - instansi terkait dalam mempertemukan kebutuhan

kota Pek
diemban

1.

memiliki Tugas dan Fungsi sebagai acuan dalam menjalankan tugas-tugas yang
diberikan, berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Kantor Dinas
Perhubungan Kota Pekanbaru, adapun Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota
Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah melaksanakan

sebagaian urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas
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otonomi dan pembantuan. Dan untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas

Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai Fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang perhubungan.

sesuai dengan
kanbaru 2018)

perintah yang

1. Seksi Rekayasa asilit alu lintas Jalan dan perairan
mempunyai tugas membantu kepala bidang manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas dalam melaksanakan sub urusan rekayasa dan fasilitasi
lalau lintas jalan dan perairan.

2. Seksi Rekayasa dan fasilitas lalu lintas jalan dan perairan dalam

melaksanakan tugas sebagai mana di maksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi nya sebagai berikut:
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a. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja
dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang

diperukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja tersebut di

as agar dapat
aksanaka telah

r keberhasilan

e. Q a ““‘fﬁp ekayasa lalu lintas pada event-
event tertentu (I

f. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan traffic light, rambu jalan,
RPPJ, kanstin, marka jalan, papan nama jalan, alat pengendali dan
pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung dan
perlengkapan jalan dan perairan.

g. Perencanaan dan mengevaluasi geometric jalan, U-Turn dan mulut

persimpangan.
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h. Pelaksanaan evaluasi dan perubahan waktu siklus persimpangan.
i. Pelaksanaan evaluasi daerah rawan kemacetan.

J.  Penentuan lokasi, potensi, perhitungan tariff, larangan dan

bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam melaksanakan sub
urusan urusan pengawasan lalu lintas jalan.

2. Seksi pengawasan lalu lintas jalan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayait (1) menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan dan pelaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja

dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan,
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menyediakan bahan dan peralatan kerja tersebut di tempat kerja yang
mudah diambil atau mudah digunakan.

b. perumusan dan pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana kerja

Kegiatan yang akan

berbahaya.

i. pelaksanaan pengawasan dan penertiban, pengendalian dan
pengamanan lalu lintas di ruas-ruas persimpangan jalan dan pos-pos
pengawasan pengendalian dalam kota.

J. pelaksanaan pengawasan dan penertiban, pengenddalian dan

pengamanan lalu lintas pada kawasan tertib berlalu lintas.
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k. pengelolaan dan pelaksanaan penderekan kendaraan kendaraan

bermotor.

i. pelaksanaan pemanduan kendaraan.

untuk perbaika awatsa . nerasian d wasan agar Rambu

Lalu Lintas (tre at berfungsi dan r - 5 nyaman kepada

kecelakaan, dan lain

sebagainya.Permasalahan yang r-akhir ini dalam aspek kualitas
pelayanan di bidang infrastruktur dan transportasi Kota Pekanbaru adalah dimana
keberadaan Rambu Lalu Lintas (Traffic Light) yang cenderung hanya sebagai
penghias saja, dimana banyak Rambu Lalu Lintas (Traffic Light) Di Kota
Pekanbaru yang sama sekali tidak berfungsi, sementara di sisi lain, keberadaan

Rambu Lalu Lintas (Traffic Light) sangat di perlukan guna mencegah terjadinya

kemacetan, terutama kemacetan yang timbul di jam-jam sibuk seperti pagi hari,
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siang hari dan juga sore hari disaat masyarakat sedang pulang kerja dan juga anak

sekolah yang dalam proses selesai melaksanakan proses sekolah dan akan kembali

ke rumahnya masing-masing.

memang sama. sekali tidak berfungs sak. Keberadaan Rambu

Lalu Lintas (Traffic | ‘ ak ada upaya perbaikan

Tabel 1.1 : Jumlah Ra .&m‘i ‘-"

ampu Lalu Lintas (Traffic

Light) yang ada © paru pada tahun 2016-2017
No Lokasi Persimpangan Fhase | Aset Milik Kondisi
1 | Kaharudin Nst / Soekarno Hartta 3 Dishub Kota | Berfungsi
2 | Kaharudin Nst / Pasir Putih 3 Dishub Kota | Berfungsi
3 | Kaharudin Nst / Teuku Bey 3 Dishub Kota | Berfungsi
4 | Kaharudin Nst / Bandara 3 Dishub Prov | Berfungsi
5 | Sudirman / H.Imam Munandar 3 Dishub Kota | Berfungsi
6 | Sudirman / Teuku Tambusali 3 Dishub Kota | Berfungsi
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7 | Sudirman / Gajah Mada 3 Dishub Kota | Berfungsi
8 | Gajah Mada / Diponogoro 3 Dishub Kota | Berfungsi
9 | Cempaka/A.Yani 3 Dishub Kota | Berfungsi
1 3 5
10 Berfungsi
11
12 Berfungsi
13 Berfungsi
14 Berfungsi
15 Rusak
16 Berfungsi
17 Berfungsi
18 Perbaikan
19 Rusak
2 S
21 Berfur_lgsi/P
erbaikan
22 Berfungsi
23 Berfungsi
24 Dishub Kota Rusak
25 | S.Parman / Ronggo Warsito 4 Dishub Kota | Berfungsi
26 | S.Parman / Cemara 4 Dishub Kota | Berfungsi
27 | Hangtuah / DR.Soetomo 4 Dishub Kota | Berfungsi
28 | DR.Soetomo / Sisinga Mangaraja 4 Dishub Kota | Berfungsi
29 | Sisinga Mangaraja / SS.Qasim 3 Dishub Kota | Berfungsi
30 | SS.Qasim / Teuku Umar 4 Dishub Kota | Berfungsi
31 | Teuku Umar / DR.Soetomo 4 Dishub Kota | Berfungsi
32 | SS.Qasim / Setia Budi 4 Dishub Kota | Berfungsi




33 | Dahlia/ Melur 4 Dishub Kota Rusak
34 | Teratai / Ahmad Dahlan 4 Dishub Kota Rusak
35 | Yos Sudarso / Paus (Rumbai) 4 Dishub Kota | Berfungsi
1 2 3 4 5
36 | H.R Subrantas/ Garuda Sakti 4 Dishub Kota Rusak
37 | Sudirman / Pangeran Hidayat 2 Dishub Kota Rusak
38 | Hangtuah Ujung / Pasar Tangor 2 Dishub Prov Rusak
39 | Parit Indah / Labersa 4 Dishub Kota Berfur)gsi/
Perbaikan

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2018

Pada tabel di atas jumlah keseluruhan Rambu Lalu Lintas (Traffic Light)
yang terpasang di kota Pekanbaru adalah ' sebanyak 39 titik, dan dari
jumlahtersebut selain pemerintah Kota Pekanbaru terdapat pula beberapa Rambu
Lalu Lintas (Traffic Light)yang kepemilikannya adalah milik Pemerintah Provinsi
Riau, meskipun kepemilikan . ada di tangan_Remerintah Provinsi akan tetapi
seluruh proses perawatan ada pada kendali Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika kota Pekanbaru dan seluruh proses pengawasan dan pengoperasian di
atur berdasarkan Peraturan Daerah kota Pekanbaru.No. 02 tahun 2009.Didalam
Peraturan Daerah kota Pekanbaru paragraf.3 (tiga) yaitu penyelenggaraan alat
pemberi isyarat lalu lintas pasal 191 yang berbunyi “Perencanaan, pengadaan,
pemasangan dan pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas dilakukan Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika kota Pekanbaru. Dari bunyi peraturan
daerah kota Pekanbaru No. 2 tahun 2009 dan juga berdasarkan bunyi visi dan misi

Dinas Perhubungan kota Pekanbaru yaitu melakukan perencanaan pengawasan
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dan juga pemeliharaan serta berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakat”.

Jumlah Personil yang menangani masalah Traffic Light di Kota Pekanbaru

g Pengawas Lapangan

ol ) \
Qﬁ‘]}“‘ .&‘. angan untuk

halaman 16 yang telah penulis sajikan.

2. Dengan banyaknya Rambu Lalu Lintas (Traffic Light) yang tidak
berfungsi dan rusak, maka situasi demikian akan menimbulkan
dampak yang mengakibatkan terjadinya kemacetan di setiap

persimpangan yang pada kendaraan bermotor.
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3. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan
maka peneliti menduga bahwa tidak maksimalnya pengawasan dan

perawatan yang dilakukan oleh Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu

an di kota

fakta-fakta dilapangan v enggamb rang maksimalnya
kinerja Di g ~dalan angs erasikan  dan  juga

melakukan pérbaikan terhadap Rambu Lalu Lintz ight) di Kota

Rambu Lalu Lint ) I
B. Rumusan Masala . . >
e

Sesuai dengan penjela belakang di atas, maka Dinas
Perhubungan Kota Pekanbaru perlu melakukan perbaikan Kkinerja dalam
mengoperasikan Rambu Lalu Lintas (Traffic Light) Di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas dan juga di dasari pada penjelasan

penulis di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:
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1. Bagaimanakah Kinerja Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan

dan Perairan dalam Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Rambu

Lalu Lintas (Traffic Light) Di Kota Pekanbaru?

Pemeliharaan

ight) di Kota

Pekanbaru.

b. Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu
Pemerintahan, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil

penelitian di bidang llmu Pemerintahan.
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2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data

sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal di bidang

yang sama.

hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya. Oleh karena itu untuk
memperoleh jawaban yang empiris terhadap penelitian yang akan dilaksanakan,
penulis akan menjelaskan kerangka teori penelitian ini.
1. Konsep Pemerintah

Sebelum melangkah lebih jauh dalam memecahkan permasalahan, maka

diperlukan teori atau pengertian dari pemerintahan agar mempermudah untuk



mempe roleh hasil-hasil yang objektif, Untuk itu penulis mengemukakan
pendapat mengenai pengertian ilmu pemerintahan itu sendiri.

Pemerintahan secara umum merupakan suatu organisasi atau lembaga
yang diberikan legitimasi (keabsahan) oleh.rakyat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan (kekuasaan negara)
pada suatu negara, serta dilengkapi dengan-alat-alat kelengkapan negara. Sehingga
dapat diartikan bahwa unsur utama dari suatu pemerintahan tersebut yakni
wujudnya dalam
bentuk organisasi atau lembaga, organisasi atau lembaga yang diberikan
legitimasi dalam bentuk kewenangan oleh masyarakat melalui suatu proses
pemilihan umum, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara sebagai
unsur pendukung dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan tersebut.
Oleh karena 1tu penyelenggaraan pemerintahan tidak lain adalah menjalankan
fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif sesuai dengan kewenangan
masing-masing lembaga yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Musanef (2002;8) menyatakan bahwa tlmu pemerintahan adalah
suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur
dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas
tersebut dengan masyarakat yang lebih jauh ditegaskannya. Pemerintahan adalah
segala upaya suatu negara untuk mencapai tujuannya.

Menurut Musanef (2002;15) penyelenggaraan pemerintahan yang
bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat

terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggaraan tersebut



sekalian pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka
pemerintahan kecamatan juga melaksanakan tugas umum pemerintahannya yang
merupakan sebagai pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada.

Menurut _Admosudirjo..(2004;183), .managemen pemerintahan adalah
managemen yang merupakan lanjutan langsung dari pada pemerintahan atau
tindak pemerintahan (Goverment:7Act) yakni .misalnya managemen dari pada
Goverment Staff Work; ‘managemen Kepolisian, Managemen dari pada Legal
Drafting (penaskahan berbagai undang-undang, peraturan pemerintah dan
sebagainya).

Adapun fungsi pemerintahan secara umum menurut Musanef (2002;22)
adalah menetapkan pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan
pemerintahan dan pembangunan dan Pembinaan masyarakat.

Secara substansif, menurut Rasyid (2000;48), tugas pemerintahan di bagi
dalam 3 (tiga) fungsi pokok yaitu“:-(1). Pelayanan servis (service). (2).
Pemberdayaan (Empowerment). (3). Pembangunan ( development).

Menurut Syafiie (2001;20) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni
dikatakan karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan
pemerintahan, mampu berkiat serta  dengan kharismatik menjalankan roda
pemerintahan sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu
dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, universal, sistematis dan spesifik.

Dari definisi pemerintahan menurut Syafiie (2001;21) mengemukakan
bahwa pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata
“perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung,

kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki



wewenang, dan pihak yang diperintan memiliki ketaatan. Pemerintah dalam
bahasa inggris disebut goverment yang berasal dari bahasa latin Gobernate, greek
gibernen yang berarti mengemudikan, atau mengendalikan.

Menurut _Ndraha (2005;36) pemerintahan adalah. semua badan atau
organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan
masyarakat, sedangkan yang_ dimaksud-dengan pemerintahan adalah proses
pemenuhan.dan perlindungan kebutuhan kepentingan-manusia-dan masyarakat.
Memahami pemerintahan dengan konteks awal kejadiannya, menunjukkan bahwa
hubungan yang ada antara struktur pemerintah dengan rakyat adalah hubungan
yang saling menguat, yaitu bahwa pemerintah disuatu sisi berkewajiban mengikuti
dan mentaati masyarakat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

Pemerintah adalah gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antara
masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun
individu dengan kelompok. Gejala ini“terdapat pada suatu saat didalam sebuah
masyarakat. Disana seseorang atau suatu kelompok dalam proses atau interaksi
sosial terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain (Ndraha, 2001;6)

Ndraha (2003;6) menyatakan. pemerintahan adalah organ berwenang
memproses pelayan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi
setiap orang melalui lembaga pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat
yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan ketentuan
(harapan) yang diperintah. Lebih lanjut dinyatakan Ndraha bahwa pemerintahan

adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi
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kebutuhan masyarakat, serta tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan

layanan sipil.

2. Konsep Organisasi Pemerintahan

ok orang yang
rtikan sebagai
orang atau sg amun secara

keilmuan, erint; tikan dalam beberapa de ara lain ada yang

mendefinisi ebagai g Inyai fungsi dan

Dalam ilmu pemerintaha adanya dua definisi pemerintah yakni
dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai
suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem
pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai Suatu badan
persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, memanage,

serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga

atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan
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Negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik
yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai

tujuan negara. Pemerintahan dalam ari sempit adalah segala kegiatan badan-badan

<=

0
an

sar dari seluruh

SN

din Pranadjaja

(2003:24) a Or . VI apus’ e nemberi perintah.

keseluruhan terdiri dari berbaga am tindakan-tindakan pemerintahan:
keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan
hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata. Hanya perundang-undangan dari
penguasa politik dan peradilan oleh para hakim tidak termasuk di dalamnya.

Jadi Organisasi pemerintahan adalah organsiasi atau kelompok yang

bergerak atau berkepentingan atau terlibat dalam proses politik dan dalam ilmu



kenegaraan. Secara aktif berperan dalam menentukan nasib bangsa tersebut.
Organisasi politik dapat mencakup berbagai jenis organisasi seperti kelompok
advokasi yang melobi perubahan kepada politisi, lembaga yang mengajukan
alternative kebijakan, partai politik.yang.mengajukan kandidat pada pemilihan
umum, -dan kelompok teroris yang menggunakan kekerasan untuk mencapai
tujuan politiknya. Dalam pengertian yang lebih luas, suatu organisasi politik dapat
pula dianggap sebagai suatu system politik jika memiliki system pemerintahan
yang lengkap. Organisasi politik merupakan bagian dari suatu kesatuan yang
berkepentingan dalam pembentukan tatanan social pada suatu wilayah tertentu
oleh pemerintahan yang sah. Organisasi ini juga dapat menciptakan suatu bentuk
struktur untuk di ikuti.
3. Konsep/Teori Manajemen Pemerintahan

Menurut Manullang (2002 , 3),.Bilacrmempelajari literatur manajemen,
maka akan ditemukan bahwa istilah manajemen sebagai suatu proses,kedua,
manajemen sebagai kolektivitas orang orang yang melakukan aktivitas
manajemen,dan ketiga manajemen sebagai suatu.seni (art) dan sebagai suatu ilmu.

Menurut Budiyono (dalam Terry, 2004;7) mendefinisikan manajamen
merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan,
pengorganisasian, penggerakan, dan pengadilan yang dilakukan untuk
menentukan melalui pemanfaatan daya manusia dan sumber daya lainnya.

Manajemen sebagai suatu seni (Art) dan sebagai suatu ilmu pengetahuan,
tetapi banyak para pendapat dan para ahli berbeda pendapat tentang manajemen.

Ciri-ciri manajemen sebagai ilmu :



1. Kesuksesan dalam mencapai tujuan sangat di pengaruhi dan di dukung
oleh sifat-sifat dan bakat.

2. Dalam proses pencapaian tujuan sering kali melibatkan unsur naluri.

3. Dalam pelaksanaan kegiatan, faktor yang cukup yang menentukan

keberhasilan.

Menurut Feriyanto dan Shyta (2015;4) Manajemen adalah suatu proses
penyelenggaraan berbagai proses kegiatan: dalam rangka menerapkan tujuan dan
sebagai kemampuan dan keterampilan orang yang menduduki jabatan menejerial
untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-
kegiatan orang lain.

Menurut pendapat Siagian (2003;5), mengatakan, -manajemen dapat
didefenisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses. penyelenggaraan
berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau
keterampilan orang. yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh
sesuatu hasil dalam rangka pencapaian-tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang
lain. Dalam manajemen adanya peranan disetiap tanggungjawab untuk mencapai
tujuan bersama. Berpedoman kepada sejumlah literatur ilmu administrasi dan
manajemen, juga di temukan sudut pandang yang berbeda dikalangan para praktisi
dan akademisi dalam merumuskan batasan atau definisi konsep menejemen.

Definisi  konsep manejemen yang menunjukkan secara eksplisit
esensialnya penataan terhadap sumber daya organisasi, tergambar pada rumusan
yang dikemukaan oleh The Liang Gie (dalam Zulkifli 2009;16) menurutnya
manajemen suatu sub konsep tata pimpinan merupakan rangkaian kegiatan
penataan yang berupa penggerakan orang orang dan pengerahan fasilitas kerja

agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai. Dia juga mengemukakan bahwa
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manajemen sebagai suatu proses memiliki 6 fungsi utama: Perencanaan,
Pembuatan keputusan, Pengarahan, Pengkoordinasian, Pengontrolan dan

Penyempurnaan.

TN

a
2
g

ARk

atuan atau keselarasan

pertentangan, kekacaua pbaran, kekosongan tindakan.

4. Pengontrolan adalah kegitan yang mengusahakan pekerjaan serta
hasil hasil kerja sesuai dengan rencana,perintah,petunjuk atau
ketentuan ketentuan ditetapkan.

5. Penyempurnaan adalah kegiatan memperbaiki segenap segi penataan
agar tujuan organisasi dapat tercapai dapat tercapai secara efisien.

3.1 Manajemen Sumber Daya Manusia
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Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat
dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktifitas, secara umum

sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu organisasi bisa di kelompokkan

i mengatur

membantu

/

organisasi,

4’ Jif u terwujudnya
v .
 bila uraikan berasal dari

tujuan orga

kata manaje

ERALNARARS

n"“‘
<.

mendorong
dalam menca
datang.

Manaje
mencapai tujuan. Manajeme J-adalah akumulasi pengetahuan
yang disistematisasikan terorganisasi.
Manajemen sebagai suatu ilmu dapat pula di lihat sebagai suatu pendekatan
(approach) terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh faktor
ruang dan waktu, dunia yang pada prinsipnya dapat diamati oleh indra manusia.
(siswanto,2011:7).

Menurut Malayu (2007 ; 9) Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur

proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainya secara



efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Mangejemen ini terdiri
dari enam unsur (6 M ) yaitu :man, money,metode,materials,machines dan
market. Unsur man (manusia) ini berkembang menjadi satu Bidang Illmu
Manajemen yang.di sebut Manajemen Sumber.Daya Manusia.

Menurut Indrastuti dan Amries (2012 : 1) “Manajemen Sumber Daya
Manusia adalah suatu cara bagaimana:mengatur hubungan dan peranan sumber
daya manusia (tenaga kerja) yang dimiliki individu 'yang di manage oleh para
profesional Sumber Daya Manusia dan manajer sehingga 6M (Man, Money,
Machines, Method, Materials, Market) dapat dikelola secara efisien dan efektif
serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan (goal)”

Manajemen sumber daya manusia adalah fungsi manajemen yang
berhubungan dengan rekrutmen, penempatan, pelatihan, dan pengembangan
organisasi. Sedangkan Rivai._(dalam Suswanto dan Donni 2011;29) mengatakan
bahwa manajemen Sumber Daya Manusia merupakan satu bidang dari manajemen
umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan
pengendalian.

Menurut Flippo (dalam Handoke 1995;6) Manajemen Sumber Daya
Manusia yaitu: perencanaan, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan
pengadaan, pengembangan, pemberian  kompensasi,  pengintegrasian,
pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan
individu, organisasi dan masyarakat. Pentingnya Manajemen Sumber Daya
Manusia dapat disoroti dari berbagai perspektif.

Adapun unsur-unsur sumber daya manusia yaitu: kemampuan, sikap, nilai-

nilai, kebutuhan-kebutuhan, karakteristik demografisnya (penduduk). Unsur



sumber daya manusia sangat berpengaruh oleh lingkungan sekitar, seperti norma-
norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan dan juga peluang yang
tersedia. Sumber daya manusia sangat berperan aktif dalam menciptakan
ketertiban dan kenyamanan dalam berlalu lintas: Dimana dengan adanya manusia
yang berpendidikan dan memiliki kemampuan dalam manajemen maka itu akan
sangat membantu organisasi dalam mewujudkan tujuan yang telah di buat.

Menurut mangkunegara (2011;2) manajemen sumber daya manusia
merupakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap
pengadaan, pengembangan pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan
dan pemisahaan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
Manajemen sumber daya administrasi juga dapat di definisikan sebagai suatu
pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu (pegawai).
Hubungan manajemen dengan sumber daya manusia merupakan proses usaha
pencapaian tujuan.melalui kerja sama’dengan orang lain. Ini berarti menunjukkan
pemanfaatan daya yang bersumber dari orang lain untuk mencapai tujuan. Untuk
itu manajemen sumber daya manusia perlu dikelola secara profesional dan baik
agar dapat terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan
perkembangan teknologi dan lingkungan serta kemampuan organisasi.
Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama suatu organisasi agar dapat
berkembang secara produktif dan wajar.

3.2 Manajemen Pelayanan publik

Menurut Savas (dalam Waluyo, 2007) Pada sektor publik treminologi

pelayanan pemerintah (govermant service) diartikan sebagai pemberian pelayanan

oleh agen pemerintah melalui pegawainya (the delivery of service by a govermant
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agency using is owen employes). Untuk melakukan pelayanan publik tentunya
dibutuhkan manajemen sebagai tata laksana kegiatan organisasi khususnhya

pemerintah.

Stoner Zulkifi . £98 /3 bahwa manajemen
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pelayanan kebu \ brahim, 2008: 27), adalah
(1) Persamaan keu
pelayanan sehingga (2) Kewenangan dalam
pengembalian keputusan, pengembalian keputusan harus di desentralisasikan
sedapat mungkin antara organisasi dan pelanggan.
4. Konsep Evaluasi

Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian

angka (rating) dan penilaian (assesment). Evaluasi Kinerja sangat penting untuk

menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik.
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Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik

dibelanjakan, akan tetapi meliputi apakah uang tersebut dibelanjakan secara

ekonomis, efektif, dan efisien.

proses perbandingan antara standar dangan fakta dan analisis hasilnya.

a. Model before-after yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah
suatu tindakan (prilaku treatment) tolak ukuranya adalah before.

b. Model das solen-das yaitu perbandingan antara yang seharusnya
dengan yang senyatanya.

c. Model kelompok control-kelompok tes (diberi perlakuan) tolak ukurnya
adalah kelompok control (Ndraha,2003:202).
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Evaluasi menurut Santoso (2004; 31) adalah proses penilaian yang
sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan

permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan

untuk meng n’ : ebijakan © a. Dalam arti yang

lebih spesif i b pan ! ) '.'-_ ' nengenai nilai atau

kegiatan sadar untuk membandingkan hasil yang seharusnya dicapai dan yang
menurut kenyataan dicapai. Artinya melalui penilaian harus dapat ditemukan
apakah hasil yang dicapai melebihi sasaran yang telah ditentukan atau sama
dengan yang diharapkan atau bahkan mungkin kurang dari yang telah dinyatakan

sebagai target.



Menurut pendapat diatas, evaluasi adalah penilaian secara sistematis untuk
melihat sejauh mana efisiensi suatu program masukan untuk memaksimalkan
keluaran. Evaluasi juga digunakan untuk mencapai tujuan dari program
pencapaian hasil« atau efektifitas, dan kesesuaian program kebijakan dan
kebutuhan masyarakat.

Evaluasi juga termasuk salah satt kegiatan yang dilakukan untuk mengukur
keberhasilan suatu kebijakan. Sudarwan Danin mengemukakan definisi penilaian
(evaluating) ~adalah proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil
pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya. Ada
beberapa hal yang penting diperhatikan dalam definisi tersebut yaitu :

a. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi
tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi.

b. Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian
adalah kegiatan yang terus menerus 'dilakukan oleh administrasi dan
manajemen.

c. Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan
yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai. (Danim,
2001;14).

Pendapat diatas dapat. diperoleh gambaran bahwa evaluasi adalah suatu
kegiatan yang dilakukan untuk “mengukur serta membandingkan hasil-hasil
pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut
rencana, sehingga diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil
kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di
dalamnya. Evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-

metode analisis kebijakan lainnya yaitu :



. Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada

penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan
program.
Interdependensi fakta-nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik fakta

maupun-nilal.

. Orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda

dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan

masa lalu, ketimbang hasil dimasa-depan:

. Dualitas nilal. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai

kualitas ganda, karena dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.
(Dunn, 2003;608-609).

Berdasarkan penjelasan diatas, karakteristik evaluasi terdiri dari empat

karakter yaitu.:

a.

Fokus nilai, karena.evaluasi adalah. penilaian dari suatu kebijakan
dalam ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
Interdependensi fakta-nilai, karena untuk menentukan nilai dari suatu
kebijakan bukan hanya dilihat dari tingkat Kinerja tetapi juga dilihat
dari bukti atau fakta bahwa kebijakan dapat memecahkan masalah
tertentu.

Orientasi masa Kkini dan masa lampau, karena tuntutan evaluatif
diarahkan pada. hasil sekarang dan masa lalu sehingga hasil evaluasi
dapat dibandingkan nilai dari kebijakan tersebut.

Dualitas nilai, karena nilai-nilai dari evaluasi mempunyai arti ganda
baik rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada maupun
nilai yang diperlukan dalam mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan

lain.

Berdasarka pendapat Dunn (2003;610) kriteria evaluasi adalah berikut ini:

1.
2.

Efektifitas

Efisiensi
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Kecukupan
Perataan

Responsivitas

3.
4.
5.
6.

Ketepatan

tercapai  dapat

kelompok masyarakat yang be

4. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuat prefensi/nilai
kelompok dan dapat memuaskan mereka

5. Ketepatan, apakah hasil yang dicapai bermanfaat.

Kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Duun (dalam Subarsono, 2013;

126) seperti yang telah sebutkan di atas dapat di kembangkan dalam masing-

masing pengertiannya, yang mana pengertiannya adalah sebagai berikut:
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a. Efektifitas

Menurut pendapat Mahmudi (2005:92) mendefinisikan efektifitas

merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar

berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau
usaha adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat
efektif , efisien dan mencukupi apabila biaya dan manfaat merata.
Kunci dari pemerataan adalah keadilan atau kewajaran.

d. Responsivitas
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Menurut Dunn (2003: 437) menyatakan bahwa responsivitas berkenaan

dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan,

prefrensi ataun nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu

dipakai untuk
endasi dengan

men, asikan merupakan

Berbeda dengan analisis 'k polivy analysis) yang memusatkan
perhatian pada kemungkinan efek (probable effects) dari suatu kebijakan sebelum
efek nyata terjadi. Evaluasi kebijakan merupakan suatu analisis kebijakan yang
memberi perhatian sepenuhnya pada efek/dampak yang telah benar-benar terjadi.
Evaluasi kinerja kebijakan merupakan penilaian yang bersifat sistematis terhadap

kebijakan/program (yang dalam bentuk nyata berupa kegiatan atau sekelompok

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku lainnya) dalam rangka



membuat penetapan tentang efek/dampak kebijakan/program, baik untuk jangka
waktu pendek maupun jangka waktu panjang. (Mustopadidjaja, 2003;152).

Adapun evaluasi dengan menggunakan tipe sistematis atau juga sering
disebut sebagai evaluasi ilmiah-merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan
lebih baik untuk menjalankan evaluasi kebijakan dibandingkan dengan tipe
evaluasi yanglain. (Winarno,-2007,230)

Namun demikian, evaluasi tentang dampak kebijakan pada dasarnya hanya
merupakan salah satunya saja dari apa yang bisa dilakukan oleh seorang evaluator
dalam melakukan evaluasi kebijakan. Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang dapat
dilakukan seorang evaluator dalam melakukan evaluasi.kebijakan publik, ketiga
hal tersebut adalah :

a. Evaluasi kebijakan mungkin menjelaskan keluaran-keluaran kebijakan,
seperti misalnya pekerjaan, uang, materi yang diproduksi dan pelayanan
yang disediakan.

b. Evaluasi kebijakan barang kali mengenai kemampuan kebijakan dalam
memperbaiki masalah-masalah sosial seperti misalnya usaha untuk
mengurangi kemacetan lalu lintas dan mengurangi tingkat kriminalitas.

c. Evaluasi kebijakan barang kali menyangkut kebijakan-kebijakan dalam
bentuk policy fed back, termasuk di dalamnya reaksi dan tindakan-
tindakan pemerintah atau pernyataan dalam sistem pembuatan
kebijakan atau dalam beberapa pembuat keputusan. (winarno,
2007;230-232).

Untuk melakukan evaluasi baik dengan margin kesalahan yang minimal,
beberapa ahli mengembangkan langkah-langkah dalam evaluasi kebijakan. Salah
satunya adalah menurut Edward A. Suchman dalam winarno (2007;230)

mengemukakan 6 (enam) langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu :



Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
Analisis terhadap masalah
Deskripsi dan standarisasi kegiatan

Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi

o ~ w0 NN oE

Menentukan apakah.perubahan.yang diamati merupakan akibat dari
kegiatan tersebut atau karena penyebab lain

6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak

Menurut Santose;'(2004;31) evaluasi adalah proses penilaian yang
sistematis mencangkup pemberian nilai, atribut, apresiasi..dan pengenalan
permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan
yang berkaitan erat dengan perencanaan yang secara utuh adalah salah satu fungsi
dalam siklus manajemen apa saja yang direncanakan.

Kemudian dijelaskan bahwa evaluasi ‘adalah suatu kegiatan yang
mengukur dan_memberi nilai secara objektif dan valid, dimana sebagian besar
manfaat pelayanan yang telah dicapai berdasarkan tujuan dari objek yang
seharusnya diberikan dan yang nyata apakah hasil-hasil dalam pelaksanaan telah
efektif dan efisien. (Wiryono Projodikoro, 2001;71)

Tujuan evaluasi. untuk perbaikan mengandung tmplikasi diperlukannya
langkah berupa penilaian“(judgement). Dengan kata lain, evaluasi dilakukan
dalam rangka menilai tingkat efektifitas dari suatu kebijakan (Policy
effectivenees). Hasil evaluasi bermanfaat dalam rangka perbaikan terhadap
rumusan kebijakan dan/atau implementasi kebijakan. (Mustopadidjaja, 2003;153)

Tujuan pokok dari evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan,
melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan
harapan dari suatu kebijakan publik. Jadi evaluasi bertujuan untuk mencari

kekurangan dan menutup kekurangan. (Nugroho, 2008;184)



Berdasarkan penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa evaluasi adalah
suatu proses penilaian atau penafsiran apa yang menjadi tujuan dari suatu
kebijakan dan sejauh mana dapat dilaksanakan kebijakan tersebut.

Dengan kata lain, evaluasi_merupakan-proses dimana keberhasilan yang
dicapai_-dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang diharapkan.
Perbandingan .ini kemudian dilanjutkan /dengan pengidentifikasian faktor-faktor
yang berpengaruh pada-kegagalan dan keberhasilan. Evaluasi ini-dapat dilakukan
secara internal oleh mereka yang melakukan proses yang sedang dievaluasi
ataupun oleh pihak lain, dan dapat dilakukan secara.teratur maupun pada saat
yang tidak beraturan. Proses evaluasi dilakukan setelah sebuah kegiatan selesal,
dimana kegunaannya adalah untuk menganalisa apakah keluaran, hasil ataupun
dampak dari kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang diinginkan.

5. Konsep Kinerja

Secara umum, definisi kinerja' ‘adalah hasil kerja secara kualitas dan
kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya sebagai pegawai sesuai dengan tanggungjawab yang
dibebankan atau diberikan kepadanya. Kinerja.pada dasarnya dapat dilihat dari
dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan Kinerja organisasi. Kinerja
pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan
kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Istilah
Kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance (Prestasi kerja
atau prestasi yang sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Dalam kamus
besar bahasa Indonesia dinyatakan bahwa kinerja berarti: (1) sesuatu yang dicapai,

(2) prestasi yang diperlihatkan, (3) kemampuan kerja. Pengertian kinerja (Prestasi
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kerja) merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh
seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya (Mangkunegara, 2005 : 67).

Lebih lanjut lagi, Mangkunegara menyatakan bahwa pada umumnya kinerja

pelaksanaa

menggunaka

untuk mencapa

pemahaman yang jelas tentang g akan dikerjakan dan bagaimana
mengerjakannya. Kinerja merupakan pelaku nyata yang ditampilkan setiap orang
sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya

dalam organisasi. Kinerja pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting

dalam upaya organisasi untuk mencapai tujuannya.



Menurut Sudarmayanti (2003 : 147) kinerja ( performance ) adalah hasil
kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu
organisasi sesuai dengan wewenang masing-masing dalam upaya pencapaian
tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar._hukum, sesuai dengan moral dan
etika. Sedangkan menurut Ruky (2004 : 33) kinerja (prestasi kerja) adalah kondisi
yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak™ tertentu untuk
mengetahul tingkat pencapaian hasil, yang dihubungkan dengan misi yang
diemban oleh suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari
suatu kebijakan yang diambil.

Kinerja berdasarkan Hasibuan (2007 : 94) adalah suatu hasil kerja yang
dicapai seseorang alam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya
yang didasari atas kecakapan,.pengalaman, kesungguhan, serta waktu. Prestasi
kerja merupakan gabungan dari tiga faktor penting yaitu, kemampuan dan minat
seorang pekerja, kemampuan dan.penerimaan ‘atas penjelasan delegasi tugas, serta
peran dan tingkat motivasi seorang pekerja.

Menurut Mangkunegara (2005 : 9 ) kinerja pegawai adalah hasil kerja
secara kualitas dan “kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam
melaksanakan tugasnya sesuai-dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Menurut Mangkunegara ( 2005 : 141 ), kinerja pegawai tersebut dapat diukur dari:

Pengetahuan tentang pekerjaan
Kualitas kerja

Produktivitas

Adaptasi

Inisiatif dan pemecahan masalah
Kerjasama

Tanggungjawab

© N o g~ DR

Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi
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Menurut Sianipar (2000 : 5) mendefenisikan kinerja sebagai hasil kerja
dari fungsi kerja atau kegiatan tertentu selama satu periode waktu tertentu. Dalam

Sedarmayanti ( 2003 : 152 ) mengartikan kinerja (performance ) sebagai hasil

ai adalah hasil
] pegawai dalam

erikan kepadanya.

pegawai dalam mela ak 1l dengan tanggung jawab yang
dalam suatu lembaga instansi
pemerintah (termasuk pemerintah daerah) sering diukur dari sudut pandang
masing-masing stakeholders, misalnya lembaga legislatif, instansi pemerintah,
pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum. ldealnya pengukuran kinerja yang
dipakai oleh intansi pemerintah disusun setelah memperoleh masukan dari
lembaga konstituen, sehingga diperoleh suatu konsensus atas apa yang diharapkan

oleh stakeholder atas organisasi tersebut. Dalam rangka pencapaian sasaran dan
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tujuan organisasi, organisasi disusun dalam unit-unit kerja yang lebih kecil,
dengan pembagian kerja, sistem kerja dan mekanisme yang jelas. (Rivali,

2004:309).

seseorang tida n efe - 1 @‘n‘ a pemahaman
yang jelas 3 a yang a a8 mengerjakannya.
(Rivai, 200¢

51 M

organisasi ( dalam sulistiyani dar 000 : 223-224).

Menurut Handoko ( 2001 ) penilaian kinerja adalah “proses melalui mana
organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai kinerja karyawan”. Penilaian
kinerja pada umumnya mencakup aspek kuantitatif maupun kualitatif dari kinerja
pelaksanaan pekerjaan.

Dalam melaksanakan kegiatan dan hubungan kerja yang baik diperlukan

pembinaan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak terjadi banyak kesalahan dan



dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Dalam kehidupan suatu
organisasi ada beberapa tentang prilaku manusia sebagai sumber daya manusia,
yang mendasari pentingnya penilaian kinerja. Menurut Notoadmodjo (2003:141)
asumsi tersebut antara lain:

1. Setiap orang ingin = memilki.peluang untuk mengembangkan
kemampuan kerjanya sampai tingkat yang maksimal.

2. Setaip orang _ingin -mendapatkan penghargaan apabila ia dinilai
melaksanakan tugas dengan baik.

3. Setiap orang ingin mengetahui secara pasti tangga karier yang akan
diraihnya apabila dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

4. Setiap orang ingin mendapatkan perlakuan yang objektif dan penilaian
atsa dasar kinerjanya.

5. Setiap orang bersedia menerima tanggung jawab yamng lebih besar.

6. Setiap orang pada umumnya tidak hanya melakukan kegiatan yang
sifatnya rutin.

Penilaian  menurut ~Siagian (2002:168) merupakan proses dimana
organisasi berupaya memperoleh informasi yang seakurat mungkin tentang
kinerja para anggotanya. Pentlatan-kinerja -harus dilakukan-dengan baik karena
sangat bermanfaat bagi organisasi secara keseluruhan bagi para atasan dan juga

bagi para pegawai/karyawan yang bersangkutan.

Notoadmodijo ( 2003 : 143-145), mengatakan bahwa penilaian yang baik
harus memberikan gambaran akurat tentang yang diukur. Artinya penilaian
tersebut benar-benar menilai prestasi pekerjaan pegawai atau karyawan yang
dinilai meliputi:

1. Penilaian harus mempunyai hubungan dengan pekerjaan (job related).
Artinya system penilaian itu benar-benar menilai prilaku/kerja yang
mendukung kegiatan organisasi dimana karyawan itu bekerja.

2. Adanya standar pelaksanaan kerja ( performance standart ). Standar
pelaksanaan adalah yang dipakai untuk menilai prestasi kerja tersebut.
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3. Praktis, system penilaian yang praktis, mudah dipahami dan
dimengerti serta digunakan, baik oleh penilai maupun karyawan atau

pegawai.

Tujuan dari p ian Kinerja menurut Sulistiyani dan Rosidah ( 2003 :

dilakukan sorang pegawai.
5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja
Kinerja merupakan suatu konstruksi multidimensional yang mencakup
banyak faktor yang mempengaruhinya. Payaman Simanjuntak ( 2005 : 10 )
menjelaskan bahwa Kinerja pegawai dipengaruhi beberapa faktor, dikelompokan

menjadi 3 ( tiga ) faktor yaitu:



Kompetensi individu, yaitu kemampuan dan keterampilan melakukan
kerja yang mana kemampuan dan keterampilan seseorang dipengaruhi
oleh kebugaran fisik, pendidikan, akumulasi pelatihan dan
pengalaman kerja.

Dukungan Qrganisasi, yaitu setiap orang.tergantung pada dukungan
organisasi dalam..bentuk pengorganisasian penyediaan sarana dan
prasarana Kerja, pemilihan teknologi dan pengamanan lingkungan
kerja termasuk kondisi dan syarat kerja.

Dukungan manajemen, yaitu Kinerja suatu organisasi atau individu sangat

tergantung pada kemampuan manajerial para manajemen atau-pimpinan, baik

dengan cara membangun sistem Kkerja dan hubungan industrial yang aman dan

harmonis,

maupun dengan mengembangkan kompetensi pekerjaan dan

memberikan motivasi dan memobilisasi seluruh karyawan agar bekerja secara

optimal.

Mangkunegara (2007:13) mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi

Kinerja seseorang sebagai berikut:

1.

Faktor - kemampuan, ‘secara—umum Ini terbagi. menjadi 2 vyaitu
kemampuan potensi ( 1Q ) dan kemampuan realiti ( knowledge dan
skill ). Artinya pimpinan dan karyawan yang memilki 1Q datas rata-
rata ( 1Q 110-120 ) apalagi superior, very superior, gifted dan jenius
dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil
dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah
mencapai kinerja maksimal.

Faktor motivasi yaitu motivasi terbentuk dari sikap karyawan dalam
menghadapi situasi kerja di lingkungan organisasinya. Mereka yang
bersikap positif ( pro ) terhadap situasi kerjanya akan menunjukan
motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka bersikap negatif (
kontra ) terhadap situasi kerjanya akan menunjukan motivasi kerja
yang rendah. Situsi yang dimaksud antara lain hubungan Kerja,
fasilitas kerja, iklim kerja. Kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan
kerja dan kondisi kerja.

Menurut Ruky ( 2006 : 8 ) faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja

pegawai yaitu:



1. Memotivasi pegawai atau karyawan, dalam hal memotivasi pegawai
bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua agar bersemangat dalam
mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Dengan adanya
motivasi para pegawai mempunyai dorongan bekerja dengan erat
karena adanya perhatian yang baik terhadap kebutuhan dan keinginan
mereka-yang mana_dalam suatu_organisasi tergantung pada tinggi
rendahnya taraf perealisasian dari tujuan perseorangan dalam
melakukan kesiapan.

2. Sarana dan prasarana, lingkungan kerja dari para pegawai pengaruh
yang sangat besar ‘terhadap operasional organisasi, dengan demikian
suatu yang-ada disekitar para pegawal dapat mempengaruhi dirinya
dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.
Selanjutnya kebersihan, keamanan dan kesalahan kerja merupakan
hal-hal yang harus diperhatikan oleh suatu organisasi.

3. Kemampuan SDM, kemampuan SDM yang tinggi dapat mendorong
Kinerja yang diinginkan.

4. Kuantitas bahan baku dan bahan pembantu, prosedur pengadaan
bahan baku juga akan berpengaruh terhadap tingkat efesiensi dan
produktivitas. Gejala itu terlihat apabila terdapat hambatan dalam
melakukan pekerjaan.

5. Proses kerja atau Metode kerja, dimaksudkan proses kerja atau metode
kerja adalah carakerja sebuah tim akan melakukan penelitian terhadap
kerja yang digunakan~dan “proses yang dijalankan. Pemahaman
terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas ini sangatlah
penting, karena hal tersebut kemudian dapat membuat personalia
mampu memilih faktor-faktor peningkatan produktivitas kinerja yang
sesuai dengan situasi tertentu.

6. Konsep Kinerja Organisasi Pemerintah

Tekanan terhadap organisast sektor publik, Kkhususnya organisasi
pemerintah baik pusat maupun daerah adalah memperbaiki kinerjanya dalam
menyelenggarakan pemerintahan daerah. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah
dapat menjalankan pemerintahan dengan efektif dan efisien dalam rangka
mensejahterakan masyarakat. Menurut Wibowo (2008:7), kinerja berasal dari
pengertian performance yaitu sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja

berkaitan dengan melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari suatu
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pekerjaan. Selain itu menurut Amstrong dan Baron dalam (Wibowo 2008:7),
kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan

strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada

ekonomi.

ance) adalah

/ program/

prganisasi yang

S\ )

tertuang inerja sering

digunakan dividu maupun
kelompok atau kelompok

individu etapkan. Kriteria

Sedangkan menurut Wibowo dala asolong (2010:176), Kinerja organisasi
merupakan efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang
ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang
sistematik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk
mencapai kebutuhannya secera efektif.

Menurut Pasolong (2010:375), Kinerja pegawai dan Kkinerja organisasi

memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa
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terlepas dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang dijalankan oleh

pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan

organisasi tersebut. Kinerja organisasi pada dasarnya merupakan tanggung jawab

Kinerja peg akan semakin

o
Vo)
tinggi  pul asucha dalam
(Sinambela,z

o

g

| sebagai efektivitas
Feed
0‘

ng ditetapkan dari

dari kinerja organisasi adalah gambaran mengenai hasil kerja dari kegiatan

kerjasama di antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang
telah ditentukan. Dalam penelitian ini kinerja organisasi yang dimaksud adalah
tingkat pencapaian ataupun hasil kerja dari Dishub Kota Pekanbaru dalam
melaksanakan tugasnya dalam pengoperasian Rambu Lalu Lintas (Traffic Light)

Di Kota Pekanbaru.



7. Konsep Rambu Lalu Lintas

Rambu lalu lintas menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 61
tahun 1993 diartikan adalah Salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang,
huruf, angka, kalimat dan / atau.perpaduan diantaranya.sebagai peringatan,
larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.

Peraturan Pemerintah:RepublikIndonesia/No : 32 Tahun 2011 menyatakan
“Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang
berkaitan langsung dengan pengguna dilakukan oleh menteri yang bertanggung
jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur,
bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya”.

Dalam™ keputusan = Direktur Jendral Perhubungan™ Darat (Nomor:
SK.116/AJ.404/DRJD/97) tentang penyelenggaraan rambu lalu lintas meliputi:

1. Inventarisasi tingkat pertumbuhanrambu lalu lintas.

2. Survei untuk menentukan kebutuhan rambu. termasuk penentuan
lokasi penempatan atau pemasangannya.

3. Perkiraan kebutuhan pasang untuk 5 tahun.

4. Penyusunan program dan pengadaan rambu
Jenis rambu-rambu falu" lintas. yang tercantum di undang-undang
pemerintah terbagi menjadi 4 yaitu :

1. Rambu peringatan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan
peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai
jalan.

2. Rambu larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan
perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.

3. Rambu perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan

perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.



4.

Rambu petunjuk adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan
pentunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota tempat, pengaturan,

fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.

Secara fisik rambu-rambu dibagi menjadi 2 bagian :

1.

Daun rambu adalah plat aluminium atau bahan logam lainnya tempat
ditempelkan/dilekatkannya rambu.
Tiang rambu adalah batangan logam atau bahan lainnya untuk

menempelkamatat melekatkan daun rambu,

Rambu yang efektif harus memenuhi hal-hal berikut:

1.

2
3.
4

memenuhi kebutuhan.

menarik perhatian dan mendapat respek pengguna jalan.

memberikan pesan yang sederhana dan mudah dimengerti.
menyediakan waktu cukup kepada pengguna jalan dalam memberikan

respon.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pertimbangan-pertimbangan yang

harus diperhatikan dalam perencanaan dan pemasangan rambu adalah :

1.

Keseragaman bentuk dan ukuran rambu.

Keseragaman dalam alat kontrol lalu lintas memudahkan tugas
pengemudi untuk mengenal, memahami..dan memberikan respon.
Konsistensi. dalam penerapan bentuk dan ukuran rambu akan
menghasilkan konsistensi persepsi dan respon pengemudi.

Desain rambu.

Warna, bentuk, ukuran, dan tingkat retrorefleksi yang memenuhi
standar akan menarik perhatian pengguna jalan, mudah dipahami dan
memberikan waktu yang cukup bagi pengemudi dalam memberikan
respon.

Lokasi rambu

Lokasi rambu berhubungan dengan pengemudi sehingga pengemudi
yang berjalan dengan kecepatan normal dapat memiliki waktu yang

cukup dalam memberikan respon.
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4. Operasi rambu
Rambu yang benar pada lokasi yang tepat harus memenuhi kebutuhan
lalu lintas dan diperlukan pelayanan yang konsisten dengan memasang
rambu yang sesuai kebutuhan.

dalam rangka
enelitian ini.
Penelitian a enje # m melakukan
penelitian s day E te unakan dalam
mengakaji ' / cukan. Dari pe im penulis tidak
menemukan penelitia ? g ‘_' l-penelitian penulis.
Namun pe 3 ) apa one S eferensi  dalam

memperkaya

untuk meli peneliti s alz elitian In ﬁ' a penulis akan

menyajikann
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Tabel 11.1 : Penelitian Terdahulu Terkait dengan judul Evaluasi Kinerja
Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan
Dalam Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Rambu
Lalu Lintas (Traffic Light) Di Kota Pekanbaru

Nama Perbedaan

Penelitian
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C. Kerangka Pikir
Kerangka Pikiran adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang

menjadi objek permasalahan kita. Kerangka pikiran ini di susun dengan

g.relevan atau terkait.

dan konsep .da enganalis : : ah” yang dihadapi
penelitian
Lintas Jalan da e laksanaz P aras awatan Rambu
Lalu Lintas

Sesual deng S : ] emukakan pada
pembahasa ep-ko S A ade gka pikiran yang

digambarkan
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Gambar 11.2 : Kerangka Pikir Peneitian yang berjudul Tentang Evaluasi
Kinerja Seksi Rekayasa Dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan
Perairan dalam Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan
Rambu Lalu Lintas (Traffic Light) Di Kota Pekanbaru.

&
r
o
’
o
&
5
”
7]
o

s b

Sumber : Hasil M@

D. Hepotesis

Menurut Sugiyono (2013:64) Hipotesisi deskriptif merupakan jawaban
sementara terhadap masalah deskriftif, yaitu yang berkenaan dengan variabel
tunggal/mandiri. Maka hipotesis yang di gunakan oleh penulis di dalam penelitian
ini adalah hipotesis deskriptif karna menggunakan variable tunggal. Oleh sebab

itu berdasarkan kerangka pikir diatas penulis menduga bahwa: Kinerja Seksi

Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Dan Perairan Dalam Pelaksanaan
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Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas (Traffic Light) Di Kota

Pekanbaru Kurang Terlaksana.

E. Konsep Operasional

Dat menguasai

berhubungan

4. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta
membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai
dengan hasil yang seharusnya menurut rencana, sehingga diperoleh
informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat

dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di dalamnya. Evaluasi
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yang dimaksud adalah untuk menilai Evaluasi Kinerja Seksi Rekayasa
dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Dan Perairan dalam Pelaksanaan

Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas (Traffic Light) Di

terakhir umumnya ongkos moneter. Efisiensi biasanya
ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau
layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan
biaya terkecil dinamakan efisien.

3. Kecukupan.
Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang

telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal.
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William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy)
berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas

memuaskan  kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang

didistribusikan.
ektif, efisien, dan

dari perataan

Ketepatan merujuk pac al atau harga dari tujuan program dan
pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.
Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk
dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif

yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan layak.
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F. Operasionalisasi Variabel

Tabel I1.11 :  Oprasionalisasi Varibel Evaluasi Kinerja Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu

Rambu Lalu Lintas (Traffic Light) di Kota Pekanbaru

Lintas Jalan dan Perairan Dalam Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan

Konsep

1

Evaluasi
(Penilaian)
merupakan
kegiatan
sadar untuk
membanding
kan hasil
yang
seharusnya
dicapai dan
yang menurut
kenyataan di
capai.
Menurut
William N.
Dunn
(2003:610)

Skala

5

Baik

Cukup Baik
Kurang
Baik

Baik

Cukup Baik
Kurang
Baik

Baik

Cukup Baik
Kurang
Baik

Baik

Cukup Baik
Kurang
Baik

. Memberikan respon cepat
terkait dengan laporan
kerusakan Traffic Light.

. Menyediakan tempat

pengaduan bagi masyarakat.

Baik

Cukup Baik
Kurang
Baik

6. Ketepatan

. Kelengkapan Sarana dan

Prasarana Traffic Light.

. Penyediaan Personil

Pengawas di lapangan.

Baik

Cukup Baik
Kurang
Baik

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2019
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BAB 111

METODE PENELITIAN

dan waktu. L S a-sehingga dalam
melakukan : apa dan
bagaimana dian tersebut ;
kapan terjadinya ; -. ia :_'.. . dapatkan hasil

penelitian k atif yang a persyaratan yang

Sesuai dengan judul peneliti, maka peneliti ini akan dilaksanakan di Dinas
Perhubungan Kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih Dinas tersebut karena
berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan penulis menemukan fakta
bahwa masih banyak rambu lampu lalu lintas (Traffic Light) di Kota Pekanbaru
yang belum berfungsi secara normal dan bahkan rusak dan tidak ada upaya

perbaikan yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
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C. Informan dan Key Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan

yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis

menjadi Seera 3 adi_ | n yang baik
(Spradley,1
informan) - € » = S ali individu dengan
siapa pene

untuk memandang an-ir an kit ividu yang bisa

terkait, maka penulis perlu untuk peberapa informan yang cukup relevan
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini. Namun pada
penelitian ini, jumlah informan tidaklah terbatas pada informan yang akan
ditetapkan selanjutnya. Informan pada penelitian ini akan terus bertambah jika
penulis merasa belum mendapatkan jawaban yang sesuai dengan penelitian ini.

Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas

Perhubungan Kota Pekanbaru.
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b. Informan

Adapun yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah

Menurut Iskandar

diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi
dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan,
referensi-referensi atau peraturan (tulisan dan lainnya yang memiliki relefansi

dengan fokus permasalahan penelitian). Data sekunder dalam penelitian ini
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diperoleh dari literature buku-buku dan data yang dikumpulkan dari sejumlah data
yang tersedia secara tertulis serta data-data yang lain menurut penulis dapat

melengkapi penelitian ini nantinya.

)09;52) teknik
atis terhadap
pengamatan

alankan tugas

7

emperoleh informasi

menjalankan tugas pengoperasian rambu lalu lintas (traffic light).

3. Dokumentasi, Menurut Riduwan (2009;31) teknik dokumentasi adalah
ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian,
meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan
dan data yang relevan. Teknik ini digunkan untuk mendapatkan konsep

teori penelitian ini.
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F. Teknik Analisa Data

Setelah se dikumpulkan melalui pengumpulan data yang

dilapanga

keterangan

D
3\ B
2

- b
>
c
=
=
QD
oD
w
D
—
QD

usaha meng

jelas kondis

menunjukka

;‘g&\ﬁ‘e\ﬁ\

N

hubungannya
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G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel 111.1 : Perin

No ﬂ" q
=
" Desember
41172[374
il
: )
I J
2
3
4
5
6
laporan
Penelitian
(skripsi)
7 | Konsultasi X | X | X
Perbaikan
Skripsi
8 | Ujian Skripsi X | X
9 | Revisi dan X| X
Perbaikan
Skripsi
10 | Penyerahan X| X
skripsi

Sumber Olahan Penulis 2018
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H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

BAB I

BAB 1V:

BABV :

BAB VI :

PENDAHULUAN

is, Konsep

serta Teknik

Q
LIRRSIPENET

Bab ini berisi aran instansi yang menjadi objek
penelitian, dijelaskan pula sejarah dinas dari awal berdirinya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas analisis dalam penelitian serta berisi jawaban
atas pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan-perumusann
masalah.

PENUTUP



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

tanggal 23 Juni | b 3y dari Kesultanan

Siak, yang te inangka Sir, Limapuluh, Tanah

19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadibagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun
pada tahun 1931, pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang
dikepalai oleh seseorang controleur yang berkedudukan di Pekanbaru dan
berstatus landschap sampai tahun 1942. Setalah penduduk Jepang pada tanggal 8

Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seseorang gubernur militer yang disebut

gokung, (http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru)



http://wikipedia.indonesia.com.pekanbaru/
http://wikipedia.indonesia.com.pekanbaru/

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur
Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru di jadikan daerah
otonom yang disebut Haminte atau Kotapraja. Kemudian pada pada tanggal 19
Maret 1956, berdasarkan Undang-Undang..Nomor 8 Tahun 1956 Republik
Indonesia, Pekanbaru menjdai. daerah otonom kota kecil dalam  lingkungan
Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan
Undang-Undang Darurat Nemor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru
masuk kedalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi
menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan
Kepmendagri nomor Desember 52/1/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota

adalah TanjungPinang (kini menjadi ibu kota Provinsi- Kepulauan Riau).

(http://wikipedia.lndonesia.com.Pekanbaru)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah” Nomor 19 tahun 1987 luas kota
pekanbaru dikembangkan dari 62,96 Km dengan 8 Kecamatan, 36 Kelurahan dan
9 Desa. Pembagian ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang
Nomor 22 tahun 1999 tentang.Perimbangan Keuangan. Namun berdasarkan Perda
Nomor 3 Tahun 2003 beberapa kecamatan Pekanabru kembali dimekarkan .
kecamatan yang dimekarkan itu antara lain, Kecamatan Payung sekaki yang
merupakan pemekaran dari kecamatan Tampan, kecamatan Tenayan Raya dan
Marpoyan Damai yang merupakan pemekaran dari kecamatan Bukit Raya,
Kecamatan Rumbai Pesisir yang merupakan pemekaran dari Kecamatan
Rumbai.Adapun luas keseluruhan dari Kota Pekanbaru mencapai 632,36 Km2.dan

untuk mengetahui secara rinci luas dari pada masing-masing kecamatan di Daerah
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kota Pekanbaru ini maka dapat dilihat melalui tabel berikut : terkadang
menimbulkan beberapa masalah seperti pengangguran dan perumahan, yang

kemudian menimbulkan peningkatan angka kriminalitas. Diperkirakan jumlah

Dersentase (%)

2.68%

3.78%

4.88%

4.35%

2.21%

7.24%

7.21%

10.50%

14.09%

14.00%

19.21%

9,80%

100%

keseluruhan dari jumlah penduduk. Sedangkan kecamatan dengan penduduk
terkecil adalah Kecamatan Pekanbaru Kota yaitu 27.059 jiwa atau sekitar 2,68%

dari jumlah keseluruhan penduduk kota Pekanbaru.

Tabel 1V.2 Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan
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pemahaman yang esensial akan

No Kecamatan Luas (KM) Persentase (%0)
1. | Pekanbaru Kota 2.26 0.36%
2. | Senapelan 6.65 1.05%
3. | Sukajadi 5.10 0.81%
4. | LimaPuluh 4.04 0.64%
5. | Sail 0.52%
6. | Rumbai 16.64%
7. 15.30%
8.

9.

10.

11.

12.

ehidupan manusia.

Pertumbuhan penduduk Kota Pekanabaru merupakan salah satu hal yang

patut mendapat perhatian. Sebagai salah satu kota metropolitan, pekanbaru

menjadi tujuan masyarakat luar daerah untuk mencari peruntungan.

Berikut disertakan pula jumlah penduduk agama dari penduduk Kota

Pekanbaru, yang mempunyai keterkaitan erat dengan tingkat kriminalitas di
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pekanbaru. Dengan agama pada dasarnya seorang manusia dapat mengendalikan
dirinya dari kejahatan. Berikut tabel agama resmi yang diberlakukan di Kota

Pekanbaru.

Tabel 1V.3
No | 5 aNe 'TA
1, Bl ' 8
2.
3.
4,
5.

paling ban

asasi bagi setiap inividu dengan be U berusaha pada berbagai faktor,sesuai

dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masin individu.

B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdiri pada tanggal 28
Oktober 1988 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan sebagai

instansi yang melaksanakan tugas serta fungsi dalam memajukan kehidupan



masyarakat di sector perhubungan baik darat, laut dan udara dalam rangka
memajukan perekonomian di Indonesia khususnya Kota Pekanbaru sebagaimana
yang tertuang dalam tujuan pembangunan nasional. Dinas ini dulunya bernama
Dinas LLAJ (Lalu Lintas dan.Angkutan_Jalan), kemudian adanya UU No.22
Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000 yang menjadi dasar dari otonomi daerah,
terbitlah perda No.7 Tahun 2001-membuat:dinas ini berganti nama menjadi Dinas
Perhubungan Kota Pekanbaru. Penyempurnaan UU No. 22 Tahun 1999 oleh UU
No. 32 Tahun 2004 serta PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Perda No.
8 Tahun 2008 dan Perwako No.8 Tahun 2009 akhirnya mengganti nama dinas ini
menjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru atau Dishub kominfo Kota

Pekanbaru (Sumber : UPTD Terminal BRPS Kota Pekanbaru, 2013).

Untuk menunjang keberhasilan dalam pencapaian Visi Kota Pekanbaru
2020, Dinas Perhubungan Keota- Pekanabrui-menetapkan Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran Kebijakan. Visi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah :
“Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan jasa Transportasi, pos

dan telekomunikasi yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau.”

Visi ini mempunyai makna yaitu Dinas Perhubungan dalam melaksanakan
tugasnya mempertahankan pelayanan yang sudah diberikan, juga akan berusaha
untuk  meningkatkan kualitas pelayanan secara terus menerus dan
berkesinambungan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kota
disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan, serta selalu
berkoordinasi dengan dinas-instansi terkait dalam mempertemukan kebutuhan

masyarakat dengan aspirasi pemerintah kota Pekanbaru.
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Untuk mewujudkan Visi dinas perhubungan kota Pekanbaru, maka visi

tersebut dijabarkan menjadi empat buah misi yang diemban yaitu :

1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas

=

N 3

ﬁ“
-

tujuan dan
sasaran yang

a.

kegiatan
™

kesekretariatan. ‘ ‘ “‘

b. Melaksanakan Pembangu P a dan Fasilitas Perhubungan.

c. Melaksanakan Rehabilitas/pemeliharaan  Prasarana dan  Fasilitas
Perhubungan.

d. Melaksanakan Peningkatan Pelayanan Angkutan

e. Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

f. Tersedianya Fasilitas dan perlengkapan jalan yang memadai

g. Terlaksananya kegiatan penataan tower di Kota Pekanbaru
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Sedangkan sasaran dan yang ingin dicapai adalah :

1. Aparatur Perhubungan yang profesional

Berdasarkan Peraturan Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi, kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas
dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dimana Dinas Perhubungan Kota
Pekanbaru mempunyai Tugas pokok, yaitu melaksanakan sebagian urusan

Pemerintah Daerah Kota bidang Perhubungan. Brikut ini dapat dilihat struktur
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organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru beserta tugasnya masing-masing

yaitu;

1. Kepala Dinas memp

a. Mer ‘ “m'@‘m‘m‘ Bg . etentuan dan

\a\‘*

yang perlu diambil dalam™b g perhubungan sesuai ketentuan yang

berlaku;

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, dan

i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

2. Sekretaris mempunyai tugas;
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Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan Dinas Perhubungan sesuai

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

. Mengkoordinasi para Kepala Sub Bagian agar terjalin kerjasama yang baik

tanggaan dan perlengkapan, pengelolaan tata usaha keuangan dan
kepegawaian sertaa tugas-tugas umum lainnya sesuai dengan ketentuan
dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan disiplin pegawai,

sesuai ketentuan yang berlaku;
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J.  Melaksanakan koordinasi dengan para Kepala Bidang, Kepala UPT dan
instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, dan

perundang-undangan yang be

f. Melaksanakan pengelolaan barang, kerumah tanggan dan perlengkapan
serta urusan umum lainnya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

0. Melaksanakan kegiatan kerumah tanggaan dan perlengkapan, pengelolaan

barang, urusan surat-menyurat dan kearsipan serta melakukan tugas-tugas
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4. Kepala 3agian 3 s as; ’

keprotokolan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

. Melaksanakan pencatatan, penyimpanan, pengelolaan, pendistribusian dan

n'se ai ketentuan dan
<7
<r

o

dan peraturan perundang-

selaksanaan tugas agar

undangan yang berlaku;
Mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah

ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

. Melaksanakan koordiansi antar sub bagian agar terjalin kerjasama yang

baik dan saling mendukung;
Menyusun rencana anggaran pelaksanaan kegiatan dinas sesuai ketentuan

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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. Melaksanakan urusan penatausahaan keuangan dinas sesuai ketentuan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

. Mengkompilasi pertanggung jawaban penggunaan anggaran dari masing-

ndang-undangan yang

< Vet '0.'

STTAS IS4
N 2

‘\\\\\\\\\\\“‘.‘

%
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Q
-

uasi Kinerja

ALY :

S AR AT . AN L)

Pelaksanaan

Pemelihara

Perhubunga

rinci identit

tersebut aka

Tabel V.1 K

No Persentase
1. 11%
2. 67%
3. 22%
Jumlah 100%

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2018

Berdasarkan pada table diatas, dapat diketahui bahwa narasumber dengan
usia antara 25-35 tahun berjumlah 1 orang dengan presentase 11%, narasumber

dengan usia antara 36-46 tahun berjumlah 6 orang dengan presentase 67%, dan
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narasumber dengan usia antara 47-57 tahun berjumlah 2 orang dengan presentase

22%.

asumber yang digunakan
dalam peneli a pada usia yang
Cukup n dari pola
pikirnya, yaitu

ﬂ ah sebanyak 6

ANAY

Sela Narasumber

diklasifika:

Tabel V.2

ARy

No ; Persentase

1 F 11%

2. 78%

3. 11%
100%

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2018

Berdasarkan data pada table diatas, dapat diketahui bahwa narasumber
dengan tingkat pendidikan SMA berjumlah 1 orang dengan persentase 11%,
narasumber dengan tingkat pendidikan Sarjana (S1) berjumlah 7 orang dengan
persentase 78%, narasumber tingkat pendidikan S2 berjumlah 1 orang dengan

presentase 11%.
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Tingkat Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh
dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan, baik dalam hal pengetahuan, wawasan,

sikap, dan cara berfikir. Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat disimpulkan

No Persentase
1. 89%
2. 11%

narasumber dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 1 orang dengan
persentase 11%. Adapun pengaruh jenis kelamin adalah pada sikap dari masing-
masing gender, dimana seorang laki-laki cenderung lebih cepat, tegas dan

memiliki emosional yang tinggi dibandingkan dengan perempuan.
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B. Hasil Penelitian Evaluasi Kinerja Seksi Rekayasa Dan Fasilitas Lalu
Lintas Jalan Dan Perairan Dalam Pelaksanaan Pemeliharaan dan

Perawatan Rambu Lalu Lintas (Traffic Light) Di Dinas Perhubungan

evaluasi dapa erjadi dari suatu
kegiatan.
proses Pekanbaru dan

seluruh pr eraturan Daerah

g te
g
v
”
o
n |
o

bunyi peraturan daera ’ P »
iy e

bunyi visi dan misi Dinas ota Pekanbaru yaitu melakukan
perencanaan pengawasan dan juga pemeliharaan serta berusaha memberikan
pelayanan terbaik kepada masyarakat”.

Berhubungan dengan permasalahan di atas dan juga di dukung dengan

fakta-fakta dilapangan yang menggambarkan bahwa masih kurang maksimalnya

kinera Seksi Rekaya dan Fasilitas dalam menangani Pemeliharaan dan juga
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melakukan Perawatan terhadap Rambu Lalu Lintas (Traffic Light) di Kota

Pekanbaru.

Untuk melihat bagaimana, Evaluasi Kinerja Seksi Rekayasa dan Fasilitas

Lalu Lintas Ja erairs anaan Pe an dan Perawatan

peneliti

dimana E

1. Efektifit
Efektivit erasa _ kata eft '_: [ ng pengertian
dicapainya asile  mencapai tujuan yang te apkan. Evektifitas

disebut juga hasil gune e ; jar gan antara hasil

selalu diukur dari unit produk atau nilai moneternya”(N. Dunn,

2003:429).

Ditintau dari segi pengertian efektivitas diatas, maka dapat diartikan
bahwa efektivitas adalah sejauh mana dapat mencapai tujuan pada waktu yang
tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dalam

perkembangan.



Berikut hasil wawancara peneliti kepada Dinas Perhubungan Kota

Pekanbaru yaitu Bapak Aripin HR.SH, beliau mengatakan :

“ Di dalam Pembentukan Tim Kerja di Dinas Perhubungan ini terdapat bidang
pemeliharaan dan_perawatan. Traffic Light, bidang tersebut termasuk ke dalam
Bidang Manajemen.dan Rekayasa Lalu Lintas, yang membawahi pertama; Seksi
manajemen dan kebutuhan lalu lintas jalan dan perairan, kedua seksi rekayasa dan
fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan, ketiga seksi Pengawasan Lalu Lintas
Jalan, yang mempunyai tugas_yaituysalah satunya mengenai Pemeliharaan dan
Perawatan Traffic Light diiKota Pekanbaru™.

Dilanjutkan Oleh Bapak Aripin HR.SH, Beliau mengatakan :

“ Didalam Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Personil menurut
saya sudah cukup Efektiv, karena setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan
bertanggung Jawab kepada Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas”.

Selanjutnya berdasarkan. hasil wawancara peneliti Kepada Narasumber
Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yaitu Bapak Saiful Alades

SH, Beliau Mengatakan :

“Tugas-tugas atau fungsi dari Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan
Perairan yaitu salah satunya Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan traffic
Light, Rambu Jalan, RPPJ, kanstin, Marka Jalan, Papan Nama Jalan, Alat
Pengendali dan Pengamanan Pemakai Jalan.serta Fasilitas Pendukung dan
Perlengkapan Jalan dan Perairan.”.

Di Lnjutkan Oleh Bapak Saiful, beltau mengatakan :

“ Kalau mengenai Pembinaan dan Penyuluhan terhadap personil itu dilakukan
oleh masing-masing seksi. nah, kalau mengenai Pemeliharaan dan Perawatan
Traffic Light itu yang mengkoordinasi yaitu Seksi Rekaya dan Fasilitas Lalu
Lintas Jalan dan Perairan, dan juga menurut saya sudah cukup efektif di dalam
melakukan pembinaan dan penyuluhan tersebut”.

Berdasarkan Hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Pembinaan

dan Penyuluhan terhadap Personil maupun Pembentukan Tim Kerja di Bidang



Pemeliharaan dan Perawatan Traffic Light di Kota Pekanbaru Sudah Cukup

Efektiv atau sudah terlaksana dengan baik.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Zulfahmi, S.T
selaku Seksi_Rekayasa dan Fasiltas Lalu Lintas Jalan dan. Perairan, Beliau

Mengatakan :

“ Tugas-Tugas yang ‘difakukan ataupun Penyuluhan-terhadap personil sudah
dilakukan ‘akan tetapi masih terdapat hambatan-hambatan yaitu salah satunya
kurang tersedianya Fasilitas Perlengkapan jalan di kota pekanbaru seperti marka,
rambu, RPPJ dan Paku Jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya karena
keterbatasan anggaran yang dimilki dan maraknya aksi pencurian dan perusakan/
validalism”.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan di atas dapat di ketahui bahwa
Pembentukan Tim Kerja maupun Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan
terhadap Personil Sudah Dilakukan dengan Baik, akan tetapi masih terdapat
Hambatan-Hambatan di /lapangan = seperti., kurang tersedianya Fasilitas
Perlengkapan Jalan di Kota Pekanbaru ini, Maka dapat dikatakan masih Kurang

Efektif.

Dan berdasarkan hasil wawancara kepada Masyarakat Pengguna Jalan Di

Kota Pekanbaru, mereka mengatakan :

(13

setau saya memang masih banyak mas rambu lalu lintas yang mati, salah
satunya di Jalan Panam/ Garuda Sakti itu mati mas jadi Kalau Pagi jika
masyarakat berangkat kerja atau mengantar anak sekolah itu pasti selalu macet,
dan setiap Sore jika orang pulang kerja pasti macet juga mas, dan masih banyak
lagi mas di tempat lain rambu lalu lintas jalan yang mati, jadi ya mau tidak mau
kita harus dihadapkan dengan kemacetan mas setiap harinya. “

Berdasarkan hasil observasi dilapangan diatas, dapat diketahui bahwa

masih banyak rambu lalu lintas yang mati, salah satu rambu lalu lintas yang mati
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berada di jalan Panam, Garuda Sakti, dan masih banyak lagi yang lainnya, yang
mengakibatkan arus lalu lintas menajdi macet disetiap saat jam kerja maupun

disaat jam pulang kerja. Hal ini menjadi perhatian khusus kepada dinas

gga masih banyak
kemacetan di

servasi tersebut

akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga

suatu tujuan akan tercapai.

Menurut N. Dunn, efesiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang
diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang
merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara

efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos



moneter,efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk
atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil

dinamakan efisien (N. Dunn, 2003:430).

Berikut-hasil wawancara peneliti kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota
Pekanbaru yaitu Bapak Aripin HR.SH, mengenai indikator Efisiensi beliau

mengatakan

“ Penyusunan Program Kerja itu ada di setiap tahunnya seperti :mengoperasikan
angkutan umum massal yang aman, nyaman dan terjangkau, mengendalikan
kemacetan lalu lintas yaitu dengan melengkapi fasilitas perlengkapan jalan seperti
rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan sebagainya, meningkatkan sarana dan
prasarana dan- fasilitas perhubungan dan juga mengirimkan aparat Dinas
Perhubungan Kota Pekanbaru untuk mengikuti beberapa diklat baik teknis
maupun non teknis”.

Dilanjutkan Oleh Bapak Aripin mengenai sub indikator yang kedua, beliau

mengatakan :

“ Keterbatasan anggaran adalah faktor yang mempengaruhi di dalam rencana
kerja, dimana anggaran yang tersedia ini belum mencukupi untuk memperbaiki
rambu lalu lintas, marka jalan dan sebagainya, akibatnya masih banyak rambu lalu
lintas di persimpangan kota pekanbaru tersebut yang dalam keadaan mati,
sehingga menimbulkan kemacetan setiap harinya™.

Berdasarkan hasil“wawancara diatas dapat diketahui bahwa mengenai
program kerja sudah dilaksanakan atau sudah ada, akan tetapi yang menjadi
permasalahan yaitu mengenai anggaran yang kurang memadai sehingga masih
banyak rambu lalu lintas yang mati, sehingga terjadinya kemacetan di setiap

persimpangan yang pada kendaraan bermotor.
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Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti Kepada Narasumber

Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yaitu Bapak Saiful Alades

SH, Beliau Mengatakan :

sudah ada

angkutan

kemacetan | itu d g pan jalan seperti

Rekayasa dan Fasiltas Lalu Lintas Jalan dan Perairan kepada Peneliti, Beliau

Mengatakan :

“Masalah atau kendala-kendala yang dihadapi saat ini adalah masalah
keterbatasan anggaran, anggaran itu sudah ada akan tetapi masih belum tercukupi
untuk menangani rambu lalu lintas, marka jalan dan sebaginya, dan juga bila
memperbaiki Traffic Light perlu bongkar kabel bawah tanah tapi untuk itu butuh
Dana besar yang tak dapat tercover APBD.”
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Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa kendala-
kendala yang dihadapi yaitu masalah keterbatasan anggaran, anggaran setiap

tahunnya sudah disediakan, akan tetapi masih belum mencukupi untuk menangani

persimpangan ja ang ada pada aar apat disimpulkan

dari observasi.peé > : _1 : pat di Kategorikan

masalah (N. Dunn, 20 .Q .
(£} “\.‘

Dari pengertian diata pulkan bahwa kecukupan masih
berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa
jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan

dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota
Pekanbaru yaitu Bapak Aripin HR.SH, mengenai indikator Kecukupan beliau

mengatakan :



“ Seksi Pengawasan Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas membantu kepala bidang
mananjement, dan rekayasa lalu lintas dalam melaksanakan sub urusan
pengawasan lalu lintas jalan, dan kami telah melakukan pengawasan terhadap
rambu lalu lintas di persimpangan jalan yaitu dengan pelaksanaan pengawasan
penertiban, pengendalian dan pengamanan lalu lintas di ruas-ruas jalan
persimpangan jalan danpos-pos pengawasan pengendalian dalam kota.”

Selanjutnya beliau mengatakan :

“mengenai Pelaksanaan perawatan rambu lalu lintas ini sudah dilakukan, akan
tetapi Karena keterbatasan anggaran maka perawatan tersebut kurang maksimal,
sehingga banyak rambu lalulintas yang rusak dan-juga maraknya aksi pencurian
dan perusakan terhadap rambu lalu lintas tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa
Pelaksanaan Pengawasan terhadap rambu lalu lintas (Traffic Light) yang rusak
atau mati sudah dilakukan pengawasan, seperti' adanya personil kerja yang turun
ke ruas persimpangan jalan untuk mengawasi atau memantau masyarakat tersebut
agar tidak terjadi kekacauan di persimpangan jalan tesebut, akan tetapi mengenai
pelaksanaan perawatan ini belum cukup maksimal dikarenakan anggaran yang

belum memadai.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti Kepada Narasumber
Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yaitu Bapak Saiful Alades

SH, Beliau Mengatakan :

“Kecukupan Personil didalam melakukan pengawasan sudah tercukupi, seperti
diturunkannya personil untuk mengawasi masyarakat di persimpangan jalan, akan
tetapi kecukupan di dalam perawatan rambu lalu lintas belum terpenuhi sehingga
berdampak pada kemacetan di persimpangan jalan™.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa personil dalam
melakukan pengawasan sudah tercukupi, akan tetapi berdasarkan observasi
dilapangan masih kurangnya atau minimnya jumlah personil pengawas dilapangan

yaitu hanya satu orang saja yang melakukan pengawasan rambu lalu lintas
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(Traffic Light), maka dari itu akibat kurangnya personil dilapangan,

mengakibatkan berdampaknya pada kemacetan di persimpangan jalan.

Jawaban senada juga disampaikan oleh Bapak Rudi Martono S.Kom selaku Seksi

terhadap
mengenai

masalah an

Berdas incara diatas, d etahui bahwa Pengawasan
L - . b L
sudah dilak akan te erdas observa : engenai rambu-

rambu lalu

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dikatehui bahwa pengecekan
traffic light dilakukan sebulan sekali dan pengecekan timer dilakukan sekali
dalam tiga hari, akan tetapi berdasarkan observasi dilapangan, masih belum ada
personil yang turun kelapangan untuk melakukan pengecekan rambu lalu lintas
(Traffic Light) yang mati, sehingga sampai saat ini rambu-rambu lalu lintas yang

rusak ataupun mati masih belum diperbaiki ataupun diganti dengan yang baru.
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Berdasarkan hasil Observasi mengenai indikator Kecukupan dapat dinilai
“Cukup Baik”, dikarenakan berdasarkan observasi dilapangan masih belum

tercukupinya masalah perbaikan atau perawatan terhadap rambu lalu lintas yang

upi, yaitu

lalu lintas

“Mengenai Pemerataa aksimal, di setiap persimpangan

Sgae
jalan tentunya kami pasang rambt dan kalau masalah penggantian unit
rambu lalu lintas yang mati itu pasti kedepannya akan kami ganti, akan tetapi akan

melalui proses dulu .”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Pemerataan
Traffic Light sudah Cukup maksimal, karena disetiap persimpangan jalan terdapat

Rambu Lalu Lintas (Traffic Light).
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Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti Kepada Narasumber
Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yaitu Bapak Saiful Alades

SH, Beliau Mengatakan :

tentunya kami
ebagian besar

masyarakat'ya i ele jalan,
seperti ra a au Ty o[of:
terhadap ke e

Be
terdapat ak
masyaraka

Light).

Rekayasa da ~ - da i pada Peneliti, Beliau

Mengatakan :

waktu yang cukup lama.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa perawatan dan
pemeliharaan Traffic Light yang rusak ataupun mati tidak bisa langsung diganti
dan harus menunggu dulu dari Jakarta dan memakan waktu yang cukup lama, dan
berdasarkan observasi dilapangan, diketahui bahwa masih banyak rambu-rambu

lalu lintas yang rusak ataupun mati yang sampai saat ini belum diperbaiki atau



diganti, sehingga sampai saat ini dipersimpangan jalan Panam, garuda sakti jl riau

dan lain sebagainya mengalami masalah kemacetan disetip harinya.

Dan berdasarkan, hasil wawancara kepada Masyarakat Pengguna Jalan Di

Kota Pekanbaru, mereka mengatakan :

“Kalau Rambu Lalu lintas di setiap persimpangan jalan besar pasti ada mas, Cuma
kadang ada yang mati, yakami ‘sebagai- masyarakat tentunya sangat berharap
kepada pemerintah daerah khusus nya dinas perhubungan kota pekanbaru untuk
segara mengganti atau memperbaiki rambu lalu lintas ini lah mas, soalnya sering
macet kalau lampu merah nya mati, terutama menjelang hari libur dan juga pada
hari kerja.”

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat diketahui bahwa masyarakat
sangat berharap agar pemerintah khususnya dinas perhubungan Kota Pekanbaru
untuk segera menganti rambu lalu lintas (Traffic Light) yang rusak ataupun mati,
sehingga tidak lagi menimbulkan kemacetan di persimpangan jalan dan juga
masyarakat berharap agar ‘Kinerja Dinas perhubungan Kota pekanbaru lebih
ditingkatkan lagi agar dapat berjalan dengan maksimal, dan sesuai dengan harapan

masyarakat.

Berdasarkan hasil Observasi dilapangan-mengenai indikator pemerataan
maka dapat diketahui bahwa Pemerataan Rambu Lalu Lintas (Taffic Light) Sudah
Cukup Maksimal, di setiap persimpangan jalan terdapat Rambu Lalu Lintas, dan
masyarakat pun sudah merasakan adanya rambu lalu lintas di persimpangan jalan,
Akan Tetapi masih banyak yang Rusak ataupun mati sehingga terjadinya
kemacetan, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berupaya mengganti Traffic
Light yang mati, akan tetapi masalah kendala anggaran dan juga Masalah

penggantian rambu lalu lintas yang tidak bisa langsung diganti yang diakibatkaan
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dari pemesanan rambu lalu lintas yang prosesnya cukup lama. Dan juga kurangya
kinerja yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang mengakibatkan

lambannya proses penanganan Traffic Light yang rusak ataupun mati, berdasarkan

aan Maka dapat di

”\\\\‘ 'o.

L\ \d

bijakan dapat

Nhy

memuaska ok masyarakat

tertentu (N.

pan masyarakat

avAAAN

ediksi pengaruh
juga tanggapan

an dalam bentuk

Kriteria Qai ing ena  analisis yang dapat
AN

memuaskan semua Kkriteria lai as, efisiensi, kecukupan, kesamaan)
masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang

semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan (N. Dunn, 2003;437).

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota
Pekanbaru yaitu Bapak Aripin HR.SH, mengenai indikator Kecukupan beliau

mengatakan :
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“ Kami disini tentunya akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan
secara terus menerus, dan berkesinambungan sesuai dengan pertumbuhan dan
perkembangan kota disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan,
serta selalu berkoordinasi dengan dinas — instansi terkait dalam mempertemukan
kebutuhan masyarakat dengan aspirasi masyarakat serta aspirasi pemerintah kota
pekanbaru, ini sesuai dengan visi dan misi dinas perh

Selanjut erdasa -_'_ 4 : lepada Narasumber
Kepala Bidz Saiful Alades

SH, Beliau

g

didatangkan yang
barang datang dari p

0 Cl
: .@ waktuyang cukup lama.”
W

Berdasarkan hasil obse gan, dapat diketahui bahwa Dinas
Perhubungan Kota Pekanbaru memberikan respon yang cepat mengenai traffic
light yang rusak ataupun mati, akan tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama

untuk mendapatkan rambu lalu lintas (traffic light) yang mati.

Jawaban senada juga disampaikan oleh Bapak Zulfahmi, ST selaku Seksi
Rekayasa dan Fasiltas Lalu Lintas Jalan dan Perairan Kepada Peneliti, Beliau

Mengatakan :



“ Kami selalu menyediakan tempat pengaaduan bagi masyarakat yang ingin
mengajukan aspirasi dan keluhan-keluhan mereka, dan masalah yang sedang
dihadapi masyarakat saat ini ya salah satunya tentang kemacetan yang diakibatkan
oleh rambu laluslintas™ (Traffic_Light) yang sebagian.rusak atau mati di

persimpangan jalan.”

Berdasarkan hasilobservasi dilapangan /dapat diketahui bahwa dinas
perhubungan kota Pekanbaru memberikan peluang atau kesempatan untuk
menyampaikan aspirasi masyarakat, akan tetapi masalah yang saat ini terjadi adala
masalah kemacetan yang diakibatkan oleh rambu lalu lintas (Traffic Light) yang

mati, sehingga berdampak pada kemacetan di setiap jam kerja ataupun hari libur.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pengguna jalan di kota

Pekanbaru, mereka mengatakan :

“ ya kalau masalah penyediaan tempat pengaduan bagi masyarakat itu ada, akan
tetapi ya belum bisa menanggulangi masalah kemacetan ini, tepatnya di
persimpangan rambu lalu lintas yang mati, maka dari itu.kami sebagai masyarakat
sangat berharap kepada dinas perhubungan untuk cepat mengganti uni-unit traffic
light yang mati, agar tingkat kemacetan bisa teratasi.”

Berdasarkan hasil "observasi dilapangan, maka dapat diketahui bahwa
sudah tersedianya tempat pengaduan bagi masyarakat yang ingin mengajukan
aspirasi mengenai rambu lalu lintas (Traffic Light), akan tetapi kurangnya

kepedulian masyarakat dalam mengajukan aspirasi dan keluh kesahnya tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan tersebut, maka dapat disimpulkan
bahwa Peranan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru “Cukup Baik” terhadap

laporan kerusakan traffic light dan juga Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

menyediakan tempat pengaduan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan
keluhan-keluhannya, akan tetapi masalah penggantian traffic light yang mati

belum bisa cepat teratasi dikarenakan masalah anggaran dan juga masalah waktu

asumsi yang .n as jue ¢ enyatakan bahwa

kelayakan (&

Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan
lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu memprediksi
sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negative atau
dimungkinkan alternative lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan

kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.
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Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota

Pekanbaru yaitu Bapak Aripin HR.SH, mengenai indikator Ketepatan beliau

mengatakan :

2 sudah cukup
yak masyarakat

yang lebih me emakai mobi di dan yang mengakibatkan

“ Kami telah menyedia . Ara sarana Fasilitas perhubungan seperti
R L
L\ N

r4

salah satunya mengenai Tra lap persimpangan jalan, dan juga
pengelolaan dan pengendalian lalu lintas dengan menggunakan optimasi

penggunaan prasarana yang ada.”

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, dapat ketahui bahwa pemasangan
rambu lalu lintas (Traffic Light) di persimpangan jalan sudah tersedia, akan tetapi
ada beberapa rambu lalu lintas yang rusak ataupun mati yangsampai saat ini

belum ada penanganan dari dinas perhubungan tersebut.
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disampaikan oleh Bapak Zulfahmi, ST selaku Seksi Rekayasa dan Fasiltas Lalu

Lintas Jalan dan Perairan, Beliau Mengatakan :

“ Kami selalu melakukan pengawasan di lapangan terkait pengurang kemacetan,
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dilapangan sehingga tidak maksimalnya pemeliharaan dan perawatan yang
dilakukan oleh seksi rekayasa dan fasilitas lalu lintas jalan dan perairan terhadap
rambu lalu lintas yang mana sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

Nomor 2 Tahun 2009.

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari indikator dan sub-sub indikator

diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa, Evaluasi Kinerja Seksi



Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan Dalam Pelaksanaan
Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas (Traffic Light) di Dinas
perhubungan Kota Pekanbaru dapat dinilai”Cukup Baik”. Akan tetapi masih
ditemui faktor penghambat yang.ditemui yaitusmasalah Traffic Light yang Rusak
atau mati Penggantiannya memerlukan waktu yang cukup lama, dan harus
menunggu dari Pusat untuk mengganti-Traffie Light yang baru, juga dikarenakan
Traffic Light yang mati akan menimbulkan kemacetan di setiap persimpangan
jalan seperti .di hari kerja dan di hari libur, dan juga kurang maksimalnya
Pemeliharaan dan Perawatan yang dilakukan Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu

Lintas mengenai perawatan dan pemeliharaan traffic Light.

C. Hasil Penelitian Dalam_\Wawancara Mengenai Evaluasi Kinerja Seksi
Rekayasa Dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan Dalam
Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas (Traffic
Light) Di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas
Jalan dan Perairan Dalam Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu
Lintas (Traffic Light) di Dinas perhubungan Kota Pekanbaru dapat dinilai”Cukup
Baik”. Akan tetapi masih ditemui faktor penghambat yang ditemui di setiap

indikator yaitu :

1. Efektivitas, berdasarkan indikator efektivitas masih ditemui faktor penghambat
yakni kurangnya ketersediaan anggaran, sehingga masih banyak Rambu-rambu
lalu lintas yang mati sehingga terjadinya kemacetan di persimpangan jalan

disetiap harinya.
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2. Efisiensi, berdasarkan indikator Efisiensi masih ditemui juga faktor
penghambat yakni masalah Anggaran, Program kerja sudah ada akan tetapi

masalah anggaran inilah yang berdampak pada Rambu Lalu lintas (traffic
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karenakan kelengkapa ukup memadai, dan juga

& W’

personil pengawas dilapangan au keadaan jalan di Kota Pekanbaru
ini sudah ada akan tetapi permasalahan yang terjadi saat ini adalah minimnya
jumlah personil pengawas dilapangan sehingga tidak maksimalnya pemeliharaan
dan perawatan yang dilakukan oleh seksi rekayasa dan fasilitas lalu lintas jalan

dan perairan terhadap rambu lalu lintas yang mana sesuai dengan Peraturan

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009.
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B. Kendala-Kendala yang ditemui di lapangan :

Kurangnya anggaran untuk mengganti Traffic Light yang Rusak atau pun

mati sehingga menimbulkan kemacetan dipersimpangan jalan, jika ada Traffic
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1). 2ene al Evalua Reka an Fasilitas

2).

Kurangnya anggaran untuk gganti Traffic Light yang Rusak atau pun
mati, sehingga banyak rambu lalu lintas yang dalam keadaan rusak
ataupun mati yaitu sekitar 11 titik yang ada di Kota Pekanbaru tersebut.

b. Adanya aksi-aksi masyarakat yang tidak terpuji yang mengakibatkan

rusaknya atau hilangnya rambu lalu lintas tersebut.
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c. Jika ada Traffic Light yang rusak ataupun mati tidak bisa langsung diganti

dikarenakan harus menunggu dari pusat dan memakan waktu yang cukup

lama.
d.
e.
f.
B. Saran

Dalam Pelaksanaan Pemeliharaan de erawatan Rambu Lalu Lintas (Traffic
Light) Di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru”, maka Peneliti mencoba

melakukan beberapa saran yaitu :

1. Seharusnya Pengawasan pemeliharaan dan pengecekan Traffic Light di
lakukan secara rutin guna mengantisipasi terjadinya kerusakan pada sistem

operasi traffic light tersebut.
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. Seharusnya Dinas perhubungan cepat tanggap dalam memberikan respon

terkait dengan kerusakan traffic light agar tidak meresahkan masyarakat

pengguna jalan dan juga agar tidak terjadi kemacetan di persimpangan

n pengawasan

ataupun kotak

pengawas dilapangan untuk memantau rambu lalu lintas yang rusak
ataupun mati, sehingga agar pengawasan tersebut dapat berjalan dengan

efektif.
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